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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR ' TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKEOTA METRO,

Menimbang : & bahwa keschatan merupakan kebutuhan masyarakat yang
sangat mendasar yang pelayanannya dapat disclenggarakan
oleh pihak swasta sebagai bentuk partisipasi dalam rangka
pembangunan di bidang keschatan:

b. bahwa untuk penyelenggaraan sarana pelayanan keschatan
di daerah, diperlukan izin dari pemerintah daerah;

c. bahwa disebablkan adanya perubahian Peraturan
Perundang-undangan dan untuk lebih mempermudah
persyaratan izin  yang ada, maka perlu  melakukan
perubahan dan penyempurnaan atas Peraturan Walikota
Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang lzin Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1999 tentang
Pembenitukan Kabupaten Dati 1T Way Kanan, Kabupaten Dali
II Lampung Timur dan Kotamadya Dati 11 Metro (Lembaran
. Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan  Lembaran  MNcgara  Republik Indomesia

Nomor 38235);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun
2004 Nomaor 116, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomer 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negura Republik Tndonesia
Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5072);

on
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 MNomor 244, Tambahan Lembaran Ncogara
Rcpublik Indonesia Namor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomaor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 2679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998  tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan  Alat  Heschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
138, Tambahan TLemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 37H1);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tcntang
Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2011 Nomeor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5197);

Peratiiran Menteri Keschatan Nomor 357/
MENKES/PER/V /2006 tentang Registrasi dan lzin Kerja
Radiograler;

Peraturan Menteti  Kesehatan  Nomor  HE. 0202/
MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 411/
MENKES/PER/II /2010 tentang Laboratorium Klinik;
Peraturan Menleti Kesehatan Mormor 1191/

MENKES/PER/VII /2010 tentang Penyaluran Alat
Keschatan;

. Peramiran Menterd Keschalan Mormor 1189/

MENKES/PER/VIL/2010 tentang Produksi Alal Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/
MENKES/PER/XI;/2010 tentang lzin dan Penyelenggaraan
Praktik Bidan;

. Peraturan Menter Kesehatan Nomaor 2052/

MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktk dan Pelaksanaan
Pralrik Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pockerjaan dan Praktik Tenaga Giz;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentany
Klimik;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikkasi dan Perizinan Rumah Salat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Keschatan Masvarakalt;

Peraturan Menteri Keschatan Nuomor 83 Tahun 2014 tentang
Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakil dan Jejaring
Pelayanan Transfusi Darah;

1. Keputusan Menteri Keschatan Nomor 1363/ MENKES/

SK /KL 2001 tentang Regisiras dan ban Prakik Fisiolerapi;
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Menetapkan :

22 Keputusan Menteri Keschatan Nomor 1332/ MENKES/
BK /X /2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembernan Izin
Apolek;

23, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/ MENKES/
SK/X/2002 tentang Perubahan Alas Peraluran Mentlen
Kesehatan Republik Indonesia Momor 167 /KAB/B. VI 1972
tentang Pedagang Eceran Obat;

24 Heputusan Menteri Keschatan Nomor 14240 MENKES/
SK/X1/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

25, keputusan Menteri Kesehatan Nomeor 10768/ MENKES/
SK/VIL 2003 tentang Penyelengearaan Pengnbatan
Tradizsional:

26. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis
Usaha dan/atau hkegiatan yang Wajib dilenpglapi upaya
Pengelolaan  Linglungan  Hidup (UKL} dan  Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

27. Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 7 Tabun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah [Lembaran Daerah
KEota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Melro Nomor 7);

28 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkatr Daerah
Kota Melro (Lembaran Taersh Kota Metro Tahun 2008
Nomaor OF, Tambahan Lembaran Daersh Kota Metro Nomor
007} scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kola Metro Nomaor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota

Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Nomeor O1);

29. Peraruran Walikota Metro Nomeor 4 Tahun 2012 tentang Txin

Penyelenggaraan BSarana Pelayanan Keschatan (Berila
Daerah Kota Mctro Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN.

1. HKetentuan BAE [ Pasal 1 angka 8 diubah dan ditambah
angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAE I
EKETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarm Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Metro,

2. Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyvelenggara Pemerintahan Dacrah,
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Kepala Dacrah adalah Walikola Metro,

Kantor Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat KPM dan PTSP zdalah Kanlor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Sarana Pelayanan Keschatan adalah tempat/wadah finstitusi yang digunakan
untuk menvelenggarakan upaya kesehalan.

Klinik adalah fasilitas pelayanan keschatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehalan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau
spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga keschatan dan
dipimpin olch seorang tenaga medis.

Berdasarkan jenisnya klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Khmk Utama,
Klinik Pratama merupakan klinik yvang menyelenggarakan pelayanan medik
dasar dan Klinik Utama merupakan klinik yvang menyelenggarakan pelavanan
medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik,

Izin Penyelenggaraan (Operasional] adalah pernyataan terlulis dari Pemerintah
Dacrah yvang mcemberikan hak untuk menyelenggarakan Searana Pelayanan
Kesehatan yang meliputi Izin Operasional Sementara, [zin Operasional Tetap,
darnn Pendaftaran (Terdattar) sesuai dengan kewenangan Dacrah dalam hal
perizinan di bidang Kesehatan.

Pruklik Bidan Swasta adalah praktik bidan mandiri/ perorangan.
Praklik Perawat Swasta adalah praktik pecrawat mandiri/ perorangan.

Klinik Fisiotcrapi adalah aktinoterap {infra Red), eletroterapi [SWD US.ES),
exercise terapi (breathing exercise, stustic oygele, showlder wheed, freoadoall),
faal paru (spirometri).

Klinik Radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalilas
energi radias]l untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknis pencilraan dan
penggunaan emisi radiasi dengan sinar—X, ‘radiocaknf, ultrasonografh dan
radiasi frekuensi elektromagnetik.

Laboratorium  Klinilk atau  Laboratorium  Keschatan Masyarakat adalah
Laboratorium keschatan vang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen
klinik untuk mendapatkan informasi lentang kesehatan perorangan terutama
untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyvembuhan penyakit dan
pernulihan kesehatan,

Rumah Sakit adalah Institusi pelavanan kesehatan yang menvelenggarakan
pelavanan  keseharan perorangan sccara panpurna  yang  menyvediakan
pelavanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Apotek adalah suata tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kelarmasian
dan penvaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada
masyarakat.

Optikal adalah  sarana kesehatan  vang menyelenggarakan pelavanan
pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata
koreksi dan fatau lensa kontak

Pengobatan Tradisional adalah Pengobatan dan f atau perawatan dengan cara
obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, kelerampilan
turun-temuran dan/atau pendidikan/pelatihan dan dilerapkan sesum dengan
norma vang berlaku dalam masyvarakat,

Toko Alal Kesehatan adalah unit usaha vang disclenggarakan olch perorangan
atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran
alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tokao Obat adalah pedagang cceran yvang menjual obat-obat bebas dan obat-
abat hebas terbatas.



jdih.metrokota.go.id :
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

" 20, Unit Transfusi Darah (UTDY) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.

21, Pusat Keschatan Masyarakal (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan
vang menyclenggarakan upava kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan tingkat pertama, dengan lebih menguiamakan upaya promotif dan
preventif, untuk mencapa) dergjal kesehalan  masyarakel yang  selinggi-
tingginva diwilayah kerjanya,

2. Ketentuan Bab IV Pasal 5 ayat (1) huruf a dihapus, huruf k terdapat
penambahan kata dan Penambahan huruf m dan n. Ayat (2) huruf a
dihapus, huruf B angka 2 point f diubah, huruf E ditambah huruf m dan n

beserta rincian persyaratannya, penambahan ayat [3) pada Pasal 5
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

RUANG LINGEKUP DAN PERSYARATAN
1Z7IN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1} Buang hnglkup 1zin sarana pelayanan keschatan melipati ¢
Dihapus
Praktik Bidan Swasta dan Praktik Perawal Swasla;
Klinik Fisioterapi;
Klinik Radiologi;
Laboratorivm Klinik / Laboratorium Keseharan Masyarakat;
Rumah Sakil: )
Apotek;
Crptikal;
Pengobatan Tradisional;
Toko Alat Keschatan;
Toko Obat/Toko Obat Tradisional:
Klinik;

. Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Mcrah Indonesia;
Pusat Kesehatan Masyarakat [Puskesmas).

SECETEIReOA0 TP

(2} Persyvaralan izin Sarana Pelayanan Kesehatan :

& A. Dihapus
B. Praktik Bidan Swasta dan Praktik Perawal Swasta
|. Untuk mendapatkan izin pralktik perorangan Perawat / Bidan, Pemohon
harus memenuhi persyaratan administrasi vang dilampirkan pada surat
pecrmohonan izin.

2, Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah ;
a. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Perawat dan Bidan yang
masih berlaku dan dilegalisir;
b. Rekomendasi dari organisasi profesi;
¢, Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik [(SIP);
d. Pas foto ukuran 4 x 6t em sebanyak 3 (tiga) lembar:
e. Surat Pernyataan memiliki tempat praktil;
f. Surat Keterangan dari Puskesmas sctempat;
g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesechatan.
3. Tempat praktik harus memenuhi persyaratan scbagai berikul :
a4, Ada ruang tungegu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar
mmandl/ W;
b. Betiap ruang periksa minimal berukuran 2 mx 3 m:
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c. ScHap rusngan harus mempunyai pencahayvaan dan wventilasi yang
cukup;

d. Untuk Praktik Bidan harus ada peralatan Kebidanan untuk diagnostik
dan terapi seria peralatan gawat darmirat sederhana;

o, Untuk  Praktik  Perawai, harus ada peralatan Keperawatan dan
peralatan gawat darurat sederhana,

C. Klinik Fisiotorapi
Untuk mendapatkan lzim Khmk Fisioteram, Pemohon hamis mementihi
persyaratan administrast yvang dilampirkan pada sural permohonan e,

34

2.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah :
a. Folocopy Kartu Tanda Penduduk;

b, Fotocopy Akla pendirian dan Stouktur Organisasi Badan Hubum (jika
pemohon adalah badan hukum);

c. Memiliki Dokter Spesialis bidang Fisioterapi atau dolkier spesialis lain
atau dokter urmnum sebagai penanggung jawaty;

d. Memiliki tenaga keschatan minimal lulusan diploma 3 fisioterapi
sebagal pelaksana harian;

e. Daftar kctenagaan berikut [otocopy Ijazah, Surat Tanda Registrasi
|STR}, Surat lzin Praktik (SIP), Surat lzin Kerja (SLK), SIFB, SIPF;

f. Tarf pclayanan yang telah disahkan olech pimpinan atau dokler
penanggung jawakb;

g Sural Tzin Usaha Perdagangan (S8IUP) & Tanda Daftar Perusahaan
(TDP);

h. Denah lokasi, bangunan dan rmangan;

i. Sural lzin Mendirikan Bangunan [TMB);

1. Surdal Keterangan dan Puskesmas setempat;

k. Pas foto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 2 lembar,

Klinik fisioterapi harus memenuhi perlengkapan sebagail benkut :

a. Ada ruang tungeu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mand
{WC;

b. Setiap ruang periksa dan tindalan minimal berukuran 4m x 4m;

¢. Setiap ruangan haras mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang
cukup;

d. Untuk Praktik Dokter harus ada peralatan Kedokteran untuk
diagnosiik dan lerapi serla peralatan gawal darurat sederhana;

c. Untuk praktik fisioterapis harus ada peralatan hsioterapl dalam kondisi
baik.

[}, Klinik Radiologi

1.

Unluk mendapatkan Izin Klinik Radiologi, Pemohon baik perorangan atau

Badan Hukum harus memenuhi persyvaratan adminisiras: yvang

dilampirkan pada surat permohonan izin,

Persyvaratan administrasi schagaimana dimaksod adalah

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;

b. Fotocopy Akta pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hulkum (jika
pemohon adalah badan hukumj;

c. Burat [zin peralatan dan  BAPETEN/BATAN (Badan Tenapa Atom
Masional);
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d.

h.
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Mcmiliki Dokter Spesialis Radiologl sebagai penanggung jawab dan
pelaksana harian;

. Daltar ketenagasan Nuaeah, Tan Kena;

Rekomendas: dan Persaluan Dokiler Spesiahs Radiolog Indonesia
(PDSRI) dan Persatuan Ahli Radiogran Indonesia (PARIT);

Surdal Lan Usaba Perdagangan (SIUP] & Tanda Dallar Perusabhasan
(TDF):

Izin Gangzuan [HO);

Surat keterangan dari Puskesmas sctempat.

3. Hlinik Radiologi haris memenuhi perlengleapan sebagai berikout:

a.

.
.

d.

Ada raang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar
mandi jWC;

Setiap ruang periksa minimal berukuran 3m x 4imn;

Setiap ruangan harus mempunyal pencahavaan dan ventilasi yvang
ok,

Bangunan dimana terletak peralatan rontgen harus memenuhi syaral
keamanan dan keselamatan terhadap bahava radiasi.

E. Laboratonum Khnik / Laboratonum Keschatan Masvaraliat

l. Untuk mendapatkan lzin Laboratorium Klinik atau Laboratoriuam
Keachatan Masyarakat, pecmohon baik perorangan atau Badan [Hukum
harus memenuhi persyaratan adminisirasi yang dilampirkan pada surat
permohonan 1zin.

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah

H.

b,

o an

i =

[

1,

Foiocopy akta pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika
pemohon adalah badan hukum);

Denah Lokasi dengan situasi sekitammya dan denah bangunan yang
disesuaikan;

. Lan Gangguan (HO);
. Jurat Pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab;

Surat Pernyataan Kesangpupan MASINE-IMAasing Lenaga
teknis fadministrasi;
Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti Program Pemanlapan Mutu;

. Data Kclengkapan Bangunan;
. Data Kelengkapan Peralatan;

Dokumen Lingkungan Hiduagp,
Surat keterangan dari Puskesmas setempal.

3. Laboratorium harus memenuhi perlengkapan sebagai berikoat ¢

a.

Ada miang tungeu, mang admimsirasi/arsip, ruang periksa (ruang
pengambilan sediaan), ruang makan/ minum, kamar mandi /WC untuk
pasien;

. Behiap ruang pemeriksaan mimmal berukuran 3 m? x 10 m<:
> Behap ruangan harus mempunyal pencahayaan dan ventilasi vang

cukup;

. Bistem pembuangan air limbah dan sampah padat lainya harus

memenuhi syarat kesehatan & keamanan lerhadap bahan beracun dan
berbahaya.

F. Rumah Salkit

1. Untuk mendapatkan lzin Mendirikan Rumah Sakit harus memenuhi
porsyaratan sebagai berikoul :

.

Studi kelayakan;
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b, Master plan;

c. Status kepemilikan;

d. Rekomendasi izin mendirikan;

¢. lzin ganpguan [HO);

f. Dolkumen Lingkungan Hidoap (AMDAT fUUKL-TIPL);

g, Luas tanah dan sertifikalnys;

h. Pcnamaan;

Izin Mendirnkan Bangunan (IMT3);

J. Burat lzin Usaha Perdagangan [(SIUP) dan Tanda Daltar Perusahsaan
(TDPY;

k. Burat Keterangan dari Puskcsmas sctempat.

—

Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit harus memenuhi
persyaratan sebagni berikcut :

a. Barana dan prasaranasa;

k. Peralatam;

e Sumber daya manusia; dan
d. Administrasi dan manajemen.

Izin mendirkan diberikan unmik jangka waktu 1 {satug) tahun dan dapat
diperpanjang untuk 1 tahun.

4. Pemohon yang telah memperoleh izin mendinkan Rumah Sakit, apabila
dalam jangks waktu scbhagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau
tidak melakukan pembangunan Rumah Sakat, maka pemohon harus
mengajukan izin bar.

5. Izin Penyelenggaraan/ lzin Operasional S3ementara diberikan unmk jangka
waktu 1 {satu) tahun.

A lzin tetap diberikan dalam wakt 5 [lima) tahun dan dapat diperpanjang
selama memenuhi persyaratan.

&L Apoiek

L. Untuk mendapatkan lzin Apolek, Pernohon baik perorangan atau Badan

Hulum haris memenuhi persyvaratan administras yvang dilampirkan pada
., sural permohonan win.,
2. Persvaratan administras sebagaimana dimaksud adalah :

a. Fotocopy Surat Izin Kerja Apoteker;

b. Fotocopy Kartu Tanda Peonduduk atas nama Apotcker dan pemilik
Apotek;

c. Fotocopy Denah Bangunan,

d. Burat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk Akia hak
milik/sewa f kontrak;

e. Dafltar Asisten Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian [TTK) denpan
mencantumkan nama alamart, tanggal Iulus dan Nomor Suratl Ixin Kerja
serta daltar tenaga lain beserta ijazah;

[ Asl dan sahinan/foleeopy dallar terperine alat perlenplkapan Apotels;

g, Sural pernyataan dan Apoteker Pengelola Apotck bahwa tidak bekerja
tetap pada  perusahasn farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker
Pengelola Apotek di Apotek lain;

h. Aslifsahnan [olocopy sural 1@n alasan bag pemohon Pegawal Mepon,
ABRI dan pepgawal inslans: pemerintah lainnya;
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I,

Surat perjanjian Kerjasama Apotcker Pengelola Apotck dengan Memilik
saransa Apolek;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi (1Al);

. Fatocopy Akta Pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika

permohon adalah badan hukum);

. Surat pernyvataan pemilik sarana udak terlibat peclanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang obat;
Surat Keterangan dari Puskesmas setempat.

3. Apotck harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :

A. Ada ruang tunggu, ruang peracikan obdal, ruang adrmisteras:, kamar
mandi/WC;
b. Lemari cs/rak Obat tcrmasuk leman khusus untuk obat narkotika;
c. Peralatan kefarmasian dalam kondisi baik;
d. Papan nama apotck,
H. Opukal

=,

Untuk mendapatkan lzin Optikal, Pemohon harus memenuhi persyaratan
administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.

Persvaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah :

H.

L.
]

Akta Pendirian Perusahaan Optikal yvang disahkan oleh Notaris untuk
penyelenggara vang berbentuk perusahaan bukan perorangan,

Sural Tzin Tempat Usaha [(SITLU);

Surat keterangan schat fsik dar dokter vang memiliki Surat Tan
Praklik (SIF);

.Surat  pernyataan kesediaan refraksionis oplisien uniuk menjadi

penanggungjawab pada oplikal/ laboratonium oplik vang akan didirkan,

dengan kelengkapan ¢

1] Burat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis  optisien
terscbut;

2) Surat keterangan dari pejabat sctempat yang berwenang,
menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggung jawab
bertempat tinggal/berdomisili di kabupaten / kota yang
bersanghutan dan fotocopy KTP terlampir;

3) Folocopy ljazah Refraksionis Optisien yang telah dilegalisir;

4) Bural kelerangan sehal dar dokler vang memiliki STP;

o) Pas Ioto 2 (bga) lembar ukuran 4«6 em;

6] Sertiikat Up Kompetens Relraksioms Ophsien (RO,

. Burat pernvataan kerjasama  darn laboratorium  optik tempat

pomroscsan lensa-lensa pesanan,  bila  optikal  tidak memiliki
laboratorium sendiri;

Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;

. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya;
. Peta lokasi schagai pecnunjulk wilavah tempat domisili

aptikal / laboratorium optik;

Denah ruangan dibuat dengan slala 1:700;

Surat keterangan dari organisasi profesijasosiasi setempal vyvang
menyilakan bahwa refraksionts optisien yvang digjukan hanya menjadi
penangzungjawab dan optikal yvang mengajukan izin terscbut, dan
diketabul oleh orgamsas pengusaha opliikal selempat;

. Untuk pembaharuan izin sertakan izin vang lama;

Hural Keterangan dan Puskesmas setempal.
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3. Optikal harus memenuhi perlengkapan sebgai berikut :

A, Ada ruang lungeu, ruang periksa, ruang administrasi;
b. Lemari / Rak tempat kacamata;

¢. Ruang periksa minimal 2 m x & m berikut peralatan optikal dengan
kondisl baik.

1. Pcngobatan Tradisional

L

Untuk mendapatkan Surat Izin Pengobat Tradisional [SIPT) atau Surat
Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT), Pemohon harus memenuhi
persyvaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin.

Persyaratan adminisirasi sebagaimana dimaksud adalah:
a. Bindata pengohatan tradisional;

b. Folocopy KTP/ paspor unluk TEA;

¢, Burat keterangan Kepala Desa f Lurah tempat melakukan pekerjaan
sehagal pengobal tradisional;

d. Rekomendas: dan asosiasi forganisas] profesi di bidang pengobatan
Iradisional vang bersanglkulan;

. Fotocopy sertifikat /1jjazah pengobatan tradisional (bila ada);
Surat keterangan dari puskesmas setempat,

. I"as foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 [dua) lembar;

. Rekomendasi (kejaksaan /Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kota).

Selain persyaratan administrasi, Pengobatan Tradisional/Alternatif harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang tindakan;

b. Obat yang digunakan harus dapal dijumin tdak membahayakan hagi
kesehalan orang vang diobati.

= | T |

J. Toka Alal Kesehatlan

o

Untuk mendapatkan izin, Pemohon batk perorangan atan Badan Hukum
harus memenuhi persvaratan administrasi yang dilampirkan pada surat
permohonan izin.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;

b, Fotocopy Akta pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika
pemohon adalah Badan Hukum),

c. Burat pernyataan kesediaan  Asislen  Apoteker/Tenapa Kerja
Kefarmasian (TTK) untuk menjadi penanggung jawab;

d. Fotocopy NPWP atas Nama Pemohon;

e. Burat bukti kepemiliken alau surat izin penggunaan tanah dan
hagunan;

f. Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TTIP);

g. Daftar kelenagaan benkut yazahnya;

h. Surat keterangan darl Puskesmas setempat.

Selain  persyaratan administrasi, harus pula memenuhi persyaratan

sebagal berikuat ;

4. Memihki penanggung jawab teknis yang bekerja pocnuh, dengan
pendidikan yang scsuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaki;
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b. Mecmiliki sarana den prasarana berupa ruangan dan perlengkapan
lainnya vang memadal untuk kantor administrasi dan gudang dengan
slalus milik sendirt, kontrak atau sewa paling singkat 2 [dua) tabun;

. Memiliki benghel ateu bhekerja sama dengan perusahaan lain dalam
melaksanakan  jaminan  purna jual, untuk  perusahsan yang
mendistribusikan alat kesehaian yang mermnerlulanmyyg;

d. Memenuhi CDAKB [Cara Distnbutor Alat Keschalan yvang Baik).

K. Toko Obat [ Toko Obat Tradisional

1.

Untuk mendapatkan izin, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum
haris memenuhl persyaratan admimstrasl yang dilampirkan pada surat
permohonan izin.

. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud adalah :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;

b. Fotocopy Akta Pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum [jika
pemohon adalah badan hukum);

. Burat  pernyataan  kesediaan  Asisten  Apoteker/Tenaga  Teknis
Kefarmasian (TTK) untuk menjadi penangpung jawah;

d. Folocopy NPWP alas nama pemobion;

c. Surat bukti kepemilikan atau surat 1zin penggunaan tanah dan
bangunan;

[. Mempunyai Sural [zin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan [TDR);

. Daftar ketenagaan berikut jjazahnya dan surat izin kenjs;

.Burat pernyataan Tenaga Teknis Kefarmasian ([TTK) fidak
bekerja/menjadi Penanggung Jawab di tempat lain;

i. Surat Keterangan dari Puskesmas setempat.

Ey

b il

Belain persyaratan adminisirasi, pemohon harms memenuhil persyaralan
lain vaitu lemari/rak tempat menyvimpan dan memajang obat/alat harus
terjamin kebersinannyva.,

L. Klinik

1.

Untuk mendapatkan izin, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum
haras memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat
permohonan.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalak :
a. Burat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat;

b. SBalinan/fotocopy pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan
perarangar;

i, Tdentilas lenghkap permohon;

d. Burat keterangan persefujuan lokasi dar Pemenntah Dacrah setempat;

&, Bukth hak kepermhkan atau penggunasan tanah atau izin pribadi atan
sural kontrak minimal selama 5 (lima) lshun bagl vang menyvews
bangunan untuk penyelenggaraan kepialan;

f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL] untuk Klinik Rawat lnap;

g, Dokumen/Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan dan
Pemantausan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Klinik Rawat .Jalan dan
Klimik Kecantikan;

h. Prohl Klinik yang akan didirikan mecliputi @ struktur organisasi
kepengurusan, lenaga keschatan, sarana & prasarana dan peralaran
gerta pelayvanan yvang diberikan;
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1.
j-

Sural Keterangan dari Puskesmas setempal;
Persyaralan administrasi lain sesuai denpgan ketenfuan peraturan
perundang-undengan seperti izin kerja bagl masing-masing lenaga
sesuai profesi, blanko pelaporan, register dll.

3. Untuk mendapatkan izin, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum
harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, prasarana,
peralatan dan ketenagaan yair

.

b.

1.

Lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tala ruang dacrah masing-
MABINE;

Tempat persebaran klinik vang diselengparakan harus memperhatikan
kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah pendudul;

Ketentuan a dan b tdak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik
instansi pemerintah  tertentu yang  hanya melayani karyawan
perusshaan Atan pegawsi instansi pemerintah tersebud;

Bangunan harus permanen dan tidak bergabung dengan lempat tinggal
atau unit kerja lainnys;

Lingkungan sehat dan bersih;

Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan
dan kemudahan dalam pemberian pelayanan scrta perlindungan dan
keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak
dan orang usia lanjut;
Dangunan klinik paling sedikit meliputi : ruang pendaftaran/ruang
tunggu, ruang konsullasi dokter, Tuang sdminisirasi, ruang tindakan,
ruang farmasi, kamar mandifwe, ruangan lainnya sesual kebutuhan
pelayanat,
Prasarana klinik harus terpelihara dan berfungsi dengan baile, melipuii
instulasi air, instalasi listrik, instalasi sirkulasi udara, sarana
pengelolaan  limbah, peneegahan dan  penanggulangan  kebakaran,
ambulans untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap dan sarana
lainnya sesuai kebutuhan,
Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis vang harus dinji dan
dikalihrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Keschatan
dan/atau institusi penguji dan pengkalibrasian yang berwenang dan
vang menggunakan radiasi pengion harus mendapatkan izin SesUal
ketentuan peraluran perundang-undangan,

Pengmunaan perslatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis,
terapi dan rehabilitasi harus berdasarkan indikasi medis;

Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter wigi.
Pimpinan Klinik Utama adalah dokler spesialis atau dokter gig spesialis
vang memiliki kompetensi sesual dengan jenis kliniknya. Mmpinan
klinik ini merupaksn penangpungiawab dan merangkap scbagai
pelaksana pelayanan pada klinik terscbui;

Kelenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan
lenaga non keschatan;

m. Klinik dilarang memperkerjakan tenaga keschalan warga negara asing,

M. Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Mcrah Indonesia

Untuk mendapatkan izin, Pemohon baik pervrangan atau Badan Hukum

harus memenuhi persyaratan administrasi vang dilampirkan pada surat
permohonan.

.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud avat (1) adalah :

Sural Relomendasi dan Dinas Kesehatan setempat;
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b.

d.

Salinan/lotocopy pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan
PETOTATIZATL

Tdentitas lcngkap pemohon;
Fotocopy NPWF atas nama pemohon;

Surat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah  dan
bangunan;

Mempunyai Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perisahaan ([TDPF);

Daflar kelenagaan berikut jazahnyva dan surat izin kerja;
Surat Pernyvataan kesanggupan Penanggung Jawab;
Sural Keterangan dan Puskesmas setempat.

3. Laboratorium harus memenuhi perlengkapan scbagal berikul

d.

Ada ruang tunggu, ruang administrasifArsip, ruang periksa (mang
pengamhilan darah), Ruang makan/minuam, kamar mandi /WC untuk
pasien;
Setap Ruang pemeriksaan/ pengaimbilan darah minimal berukuran 3m?
® 4me;
Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan venlilasi yang
cukup;

Ada kendaraan/mobil pengambil darah;

Sistern pembuangan air limbabh dan sampah padat lainya haros
memcnuhi syaral kesehatan & keamanan terhadap bahan beracun dan
berbahava.

M. Pusat Kesehatan Masvarakal (Puskesmas)

1. Uniuk mendapatkan izin, pemohon harus memenuhi  persyaratan
administrasi yang dilampirkan pada surat permohonarn.

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayal (1) adalah :

A,
b

¢
L

Surat Rekomendasi dari Dinas Keschatan sctempat;

Salinan/{otocopy  pendirian badan usaha kecuah unok kepemilikan
perarangan;

[dentitas lengkap pemohon;

. Sural keterangan persctujuan lokasi darl pemerintah dacrah setempat;

Bukli hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin pribadi ataun
surat kontrak minimal sclama 5 (lina) tabun bagi yang menyewa
bangunan untuk penyelengparaan kegiatan;

Dokumen Upava Pengelolaan Lingkungan (UKL] Upava Pemantauan
Lingkungan (UPL) untuk Puskesmas Rawat Inap;

Dokumen/Surat Pernyatasn Kesanggupan Pengelolaan fan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL] untuk Puskesmas Rawat Jalan;

Profil Puskesmas yvang akan didirikan meliput @ struktur organisasi
kepengurusan, lenaga keschatan, sarana & prasarana dan peralatan
serta pelayanan yang diberikan;

Persyaratan administrasi lain sesual dengan ketentuan peraturan
perundang undangan seperti izin kerja hagi masing-masing (enaga
sesuai profesi, blanko pelaporan, register dll,

3. Untuk mendapatkan izin, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum
harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, prasarana,
peralatan dan ketenagaan yaitu

a.

Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang daerah
Mmasing-masing.
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b. Tempat persebaran  Puskesmas yang disclenggarakan harus
memperhatikan  kebutuhan  pelayanan  berdasarkan  rasio  jumlah
pendudulc.

¢, Bangunan harus permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal
atau unit kerja lainnya.

d. Lingkungan sehat dan bersih.

e. Bangunan Puskesmas harus memperhatikan  fungsi, keamanan,
kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian  pelayanan  seria
perlindungan  dan  keselamatan  bagi semua  orang  termasuk
penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut,

. Bangunan  Puskesmas  paling sedikit  meliputi ; ruang
pendaftaran/ruang  tunggu, ruang konsullasi  dokter, ruang
administrasi, ruang tindakan, ruang farmasi, kamar mandi/we,
ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelavanan,

g. Prasarana Puskesmas harus terpelibara dan berfungsi dengan baik,
meliputi @ mstalasi air, nstalasi listrik, instalasi sirkulasi udara, sarana
pengelolaan limbah, pencegahan dan penanggulangan  kebakaran,
ambulans untuk Puskesmas yang menyelenpggarakan rawat inap dan
rawat jalan serta sarana lamnya sesusi kebutuhan.

h. Puskesmas harus dilengkapi dengan peralatan medis yang harus diuji
dan dikalibrasi secara berkala olech Balai Pengamanan Fasilitay
Keschatan dan/atau  instilusi penguji dan  pengkalibrasian  vang
berwenang dan yang menggunakan radiasi pengion harus mendapatkan
1zin sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan pecnegakan diagnosis,
terapi dan rchabilitasi harus berdasarkan indikasi medis.
J- Ketenagaan Puskesmas lerdinl atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain
dan tenaga non kesehalan.
ketentuan [ampiran diubah lampiran [1 a dibapus dan ditamhbah lampiran II m
dan I n, lampiran 11T b diubah, lampiran IV & dihapus, penambahan lampiran IV
m dan lampiran IV n, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.

Ketentuan Bab VI Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (6) diubah dan disisipkan
ayat [6a), ditambahkan ayat (13) dan ayat (14) schingga berbunyi sebagai
berikut :

BARE V1
MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG

Pasal 7

Dihapus

Praktik perorangan perawal dan bidan berlaku selama Surat Tanda Registrasi
[BTR] masih berlaku.

[zin Klinik Fisiotcrapi diberikan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat i
perpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

lzin Klimk Radiologi diberikan dalam jangka waltu 5 tahun dan dapat di
perpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Lan  Laboratorium Klinik [ Laboratorium Kesehatan Masvarakat diberikan
dalam janghka waklu 5 tahun dan dapat di perpanjang kembali selama
memenuhi persyaralan,

lzin Mendirikan Rumah sakit diberikan dalam jangka wakti 1 tahun dan dapat
di perpanjang kembali selama 1 tahun.
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" [Ba) Ixin Operasional sementara Rumah Sakit diberikan dalam jangka waktu 1
(satu) tahun dsm dapal di perpanjang kembali selama 1 (sami) Tahun
memenuhi persyaratan.

[Bh) lzin Operasional Rumah Salit diberikan dalam jangka wakiu 5 [lima) lahun
dan dapat di perpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

(¥} lzin Apotck diberikan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat di perpanjang
kembali selama memenuhi persyaratan,

(B} lzin Optikal diberikan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat di perpanjang
kembali selama memenuhi persyaratan.

(9) lzin Pengobatan Tradisional/Alternatil diberikan dalam jangka wakru 5 tahun
dan dapat di perpanjang kembali selama memenuhi persyvaratan.

{10} lzin Toko Alat Kesehatan diberikan dalam jangka waltu 3 tahun dan dapat di
perpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

(11]) lzin Toko Obat/Toko Obat Tradisional diberikan dalam jangka waktu 3 tahun
dan dapat di perpanjang kembali sclama memenuhi persyaratan.

(12} Izin Klinik diberikan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat di pocrpanjang
kembali selama memenuhi persyaratan.

(13) lzm Unit Transiusi Darah (UTD) PMI diberikan dalam jangka waktu 5 tahun
. dan dapat di perpanjang kembali sclama memenuhi persyaratan.

{14) lzin Operasional Puskesmas diberikan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapal
di perpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

4. Ketentuan Bab VII Pasal 8 judulnya ditambah kalimat pembinaan sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BARB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1} Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan Peraturan
Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, organisasi
profesi dan dinas/ instansi lerkail,

(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk :

. a. Melindungi sarana pelayanan keschatan dan masyarakat dalam  hal
pelaksanaan pelavanan keschatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
alaupun masyarakat:

b. Mempertahankan dan meningkatkan mum pelayanan kesehatan sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan leknologi;

¢. Memberikan kepastian hukum bagi pasien, konsumen, masyarakal dan
lenaga kesehatan,

5. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu] Bab yakni Bab VII A
sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAE VIIL A
SANKESI

Pasal 9 A

(1} Pelangguran terhadap ketentuan yang distur dalam Peraturan Walikota
dikenakan sanksi tindakan administratif berupa :

a. Tepuran lisan;



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

b. Teguran tertulis ataw;
¢, Pencabutan izn,

(2] Tindakan administrarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(3} Tindakan pencabutan izin sebagaimana dimakswud pada ayar (1) hurof c
dilaksanakan scsuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan

berkoordinasi dengan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Metro dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.

Pasal II
Peraturan Walikota inl mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.
Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratiran
Walikota ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 4|7 Sktober 2015

Diunndanglkan di Metro
pada tanggal 12 Sfober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

2
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR .......0 ccceee..
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Lampiran Ln : Peraturan Walikota Metro
Nomaor : 1% Tahun 2015
Tangeal : 12 tHteber 2015

Perihal : Permnohonan Tzin Mendirikan Klinik Rawsat Inap

Kcpada Yith.
Walikota Metro
Cg. Kepala KPM dan PTSP Kota Metro
di-
METRO

Dengan ini kami sampaikan permohonan izin untuk mendirikan klinik dengan
JEEUB . v i ean v sss s

ey R e s

Alamat :Jalan..,.o s
Kehayaban. oo nsiisaig
Keemnaben, .o
0] -

Penangpung jawab Teknis

Dengan lumpiran lengkap masing-masing rangkap dua :

1. Identitas lengkap pemohon:

2. Fowocopy pendirian badan hukum atau badan usaha kecuali uniuk kepemilikan

IJ'C]'GI'-E.I'I.EEIJ".I:

Fotocopy yang sah sertifikat tanah, buky kepemilikan lain yang disahkan oleh

notaris atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lirna) tahun:

Surat Pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab:

Surat Pernyalaan kesangpupan masing-masing tenaga;

Dokumen  Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan U paya Pemantauan

Linglungan (UPL);

7. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan,
prasarans, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelavanan
vang diberikan.

8. Surat izin kerja karyvawan dan jjazah;

9. lzin Gangguan (Ho), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP, Tanda Daftar
Perusahaan (TDF);

10. Surat Keterangan dari Puskesmas Sctempat,

&0

B

Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui.

E FARAF HIERARQUMIS |
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Lampiran Lo ; Peraturan Walikota Metro
Nomor : % Tahun 2015
Tanggal : (@ Cfober 2015

Perihal  Permohonan lzin Mendirikan Klinik Rawat Jalan dan Klinik Kecantikan

Kepada Yth.
Walikota Metro
. Kepala KPM dan PTSP Kota Metro
di-
METRO

Dengan ini kami sampaikan permohonan izin untuk mendirikan klinik dengan

JERERE s S e
MNama o
Alamat ] Bt - i e e A e
KENITARTRTE: o s s s b s e
ST ars 0 g Fo | 15 i o (P
. | 1 T R T R At RS RCa
Penanggung jawab Telomis e S R

Dengan lampiran lengkap masing-masing rangkap dua :
. Identitas lengkap pemohon;
2. Folocopy pendirian badan hukum atau badan usaha kecuali untuk kepermlikan
PCTOTANEAN,
3. Fotocopy vang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh
notaris atau bukti sural kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
. Surat Pernyataan kesanpggupan Penanggung Jawab;
5. Surat Pernyataan kesanggupan masing masing fenagd;
6. Dokumnen,; Surat Pernyatsan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantausan
Lingkungan Hidup (SPPL)
7. Profil klinik vang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan,
prasarana, ketenagaan, peralatan, kelarmasian, laboratorium serta pelayanan
'-' vatg diberikan;
8. Surat izin kerja karvawan dan Hazah;
9, Izin CGangguan (Ho), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daltar
Perusahaan (TDDP};
L0, Surat Keterangan dan Puskesmas sctempat.

it

Nemikian permohonan ini dibuat dengan harapan dapat disctujui.
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran L.p : Peraturan Walikota Metro

Nomor :\® Tahun 2015
Tanggal : |2 Hhker 2015

Permhal ¢ Permohonan [z penyelenggaraan
Unit Transfusi Darah (UTD)

Kepada Yih,
Walkota Metro
Cqg. Kepala KPM dan PTSP Kota Metro
di-
METRC)

Dengan ini kami sampaikan permohonan izn untuk mendirikan Unit Transfusi
Darah tingkat kota dengan klasifikasi......ooooeiiiiinnnn,

Alamat Jalan

Kelurahan
Kecamatan

. Kona

Provinsi

Dengan lampiran lengkap masing-masing rangkap salu ;

1. Profil UTD;

2. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan vang divsulkan;
3. Surat pernvataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu,

4. lsian formulir self assessment sesuai klasifkasi UTD ¢

a. Kelenghkapan banpunan, sarana dan prasarana;
b. Kelengkapan peralatan:;

c. Kelengkapan STiM;
d. Kemampuan pelayanan,.
o, Burat Keterangan dan Puskesmas sctempat.

Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui.

Pemohan
 maaE [ A Materai
| s % AR l ]
S : f; | Pj. WALIKGTA METRO,
fud. 9 | &

= g %
= M[_ : ACI'MTRIBHAPUTRA



jdih.metrokota.go.id :
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran l.q : Peraturan Walikota Metro
Nomor |3 Tahun 2015
Tanggal : 1 Mober 2015

Perihal  ; Permohonan Izin Operasional Puskesmas Rawal Inap

Kcpada Yth.,

Walikota Metro

Cqg. Kepala KPM dan PI'SP Kota Metro
di-

Dengan inl kami sampaikan permohonan izin untuk mendirikan Puskesmas
dengan:

Nama PR RINES L R L

AlamAat o FAlAR . e

Pecnangpung jawab Teknis o e S e L L

Dengan lampiran lengkap masing-masing rangkap dua -
1. ldentitas lengkap pemohon;
2. Folocopy pendirian badan hukum atau badan usaha kecuali untuk kepemilikan
perorangan;
Folocopy vang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain vang disahkan oleh
nolaris atau buktl surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
Surat Pernyataan kesangoupan Penangeung Jawab;
Surat Pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga,
Dokumen Upsaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upava  Pemanlaoan
Lingkungan (UPL);
I'rofil puskcsmas yang akan didinkan mchputi penporganisasian, lokasi,
.- bangunan, prasarana, ketcnagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium serta
pelayanan yang diberikan;
8. Surat izin kerja karyawan dan jjazah;
9. Izin Gangpuan [(HO), Surat lzin Usaha Perdagangan [(SIUP), Tanda Daftar
Perusahaan (TDP).

=R

A

Demikian permohonan mm dibuat dengan harapan dapat disctujul.
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran l.r : Pecraturan Walikota Metro
Nomor I3 Tahun 2015
Tangpal : |11 &nber 20135

Perihal : Permohonan lzin Operasional Puskesmas Rawat Jalan

Kepada Yih.
Walikola Metro
Crq. Kepala KPM dan PTSP Kota Metro
di-
METRO

Dengan ini kami sampaikan permohonan zin untuk mendirikan Puskesmas

dergdn:
Nama : Puskesmas.........icieesis
Alammat soadiademay et i v
L (3151 ) 1] | R pnn——
. PO T T s S
Boota: i i il s

Penanggung jawab Tekrms 8 R R R N o R T o G

Dengan lampiran lengkap masing-masing rangkap dua :
1. Identitas lengkap pemohon; -
2. Fotocopy pendirian badan hukum atau badan usaha kecuali untuk kepemilikan
PCTOTATIEAN; o _ _
3. Folocopy vang sah sertifikat tanah, bukt kepemilikan lain yang disahkan oleh
notaris atau bukt surat kontrak minimal untuk jangka wakt 5 {lima) tahun;
Surat Pernyataan kesanggupan Penanggung Jawaby
Surul Pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga;
Dokumen,/Surat  Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan  Pemantauan
Linglungan Hidup (SPPL); _ o _
7. Profil puskesmas yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi,
. hangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium serta
pelavanan yang diberikan;
#, Sural izin kerja karyawan dan jjazah;
9, lzin Gangguan (HO), Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Dallar
Perusahaan (TP,

gk

Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui.

| Fo g r A e e e 20
Pemohon
i L_'_'l" SR e B L Materal
I--\.-.J.D"T.-:'.-I-. e e : - e I
rCakde 5
r-n"n.'\- e - ; P_]. WALIK A.HE’TR“.
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran I.s ; Peraturan Walikota Metro
Nomor @ 1% Tahun 2015
Tanggal ; 2 celiber 2015

SURAT KETERANGAN PUSKESMAS
OO .- . ccoisinnsasn aniansssinss samntsien

Yaung bertanda tangan dibawah i ;

l. Nama
2. NIP

3. Panglkat/ Gol
4, Jabatan

Dengan inl menerangkan bahwa :

Nama Pemilik
Limur

Momaor KTP
Alamat

Nama Usaha

. Alamal

Merupakan usaha yvang ada dalam wilavah tugas kami dan dalam pembinaan kami.

Demikian surat keterangan inl dibuat, agar dapat diperpunakan sebagaimana

mesinya.,
|73 [ & o' T | § S
Kepala Puskecsmas............
NAMA -
& NIP. oo
| s A A Pj. W A METRO,
T !
i é,, H-_— ~
' S AC CHRISNA PUTRA
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

]

Lampiran ILb ; Peraturan Walikota Motro

Nomor ;|8 Tahun 2015
Tanggal : 1z s&oker 2015

Berita Acara Pemeriksgaan Praktik Bidan Swasta

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
Hﬂmﬂl' < 441; fnn:a'nafuq-‘q@q-!nfz{;.n"mﬁ

Pada hari inbL......o.. Tanimpak. . cowueiivis i BT s smsn NI o o ws wsnss ivans sgins
ielah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lzin Prakilik Bidan Swasia,
sesual dengan Burat Perintah Tugas dan Kepala Dinas Keschatan Eota Metro
MEIEENIT 2 i e e st I - | SRS, tentang pemeriksaan Sarana

Kesehatan tersebur

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Pelayanan lzin  Praktik Bidan
Swasta pada : Pmakik DBidan an........ ,  dengan alamat
..., dapat/tidak dapat di berikan rekomendasi
terhadap Izin Praktik Bidan tersebut, karena :

1. Administrasi : Budah [/ tidak memenuhi syarat
2. Keadaan fisik : SBudah / tidak memenuhi syaral
3. Peralatan dan perlengkapan » Sudah J/ tidak memenuhi syarat

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini kami buat untuk dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian/ Penerbitan Sural
lz=ime Prakitilc.

Apabila dikermudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sehagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN

EOTA METRO
Tim Teknis :
|
2 M
st s e e g g
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran I ¢ : Peraturan Walikota Metro
Nomor :1B Tahun 2015
Tanpgal ; Vi oedber 2015

Berita Acara Pemeriksaan Praktik Perawat Swasta

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKAS]
Nomor - 441/ JDR2-03 ] i | FEE

Pada hari ini............ Tanggal...ooo... {3 i b . 1.1 1 TR
telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Tzin Praktik Perawat Swasta,
sesual dengan Sural Penintah Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kola Metro

Nomar ..., tanggal ... ... te;$tang pemetiksaan Sarana

Kesehatan lersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Pelayanan Izin Praktik Perawat

Swasta  pada Prakttk Perawar an................., de;ngan alamat

............................................. . dapatftidak dapat di berikan rekomendasi
J terhadap Izin Praktik Perawatl tersebut, karena :

1. Administrasi : Budah / tidak memenuhi syarat.

2. Keadaan fisik : Sudah / tidak memenuhi syarat.

3. Peralatan dan perlengkapan : Budah / tidak memenuhi syarat.

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini kami buat untuk dapat
dipergunakan schagal bahan pertimbangan dalam pemberian/ Penerbitan Surat
lzin Praktk. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN

‘ KOTA METRO
o Tim Teknis :
3
R R RS
3
R S SR
e S
ekgdy e T
: ”E _ .\{/}D Pj. WALIKQTA METRO,
s "

bor uu . ﬂa—T i

ACHMAD CHRISNA PUTRA
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Lampiran Il.d : Peraturan Walikota Metro
Momor % Tahun 2015
Tanggal : |- ddpper 2015

Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Klinik Fisioterapi

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
“DHGR 2 “ 1 J’ SEasasasn .rnq 2'&3; FEEBEERES f:uru- FEEEEE

Pada han imi.........Tanggal . ... ... Bulam, . .....cocoves 151 kb | IRSSPEPEE SRR o - |
melakukan pemenksaan Lapangan terhadap Klinik Fisioterapi............... , 8Bcsual
dengan Surat Perintah tugas Kepala Dinas Keschatan Kota Metro Nomor
;2B L L fD.2-03/).......... fer | S tanpeal. ......... tentang pemeriksaan  Sarana
Keschatan tersebut.

Berdasarkan hasil pemenksaan Tim Teknis [zin Khnik................., dengan alamat

ceeeey  memenuhiftidak  memenuhi syarat kesehatan  dan
dapnt.-‘t:ldak dnp-at diberiken rekomendasi terhadap Izin pada sarana
tersebut, karena :

| Administras: : Sudah / tdek memenuhi syarat.

2 Keadaan fisik (Bangunan, peralatan, perlengkapan) : Sudah / tidak memenuhi

syarart.

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini kami bual, agar dapat dipergunakan
sebagal bahan pertimbangan dalam pernberian f penerbitan I=in,

Apalila dikemudian har ternyarta terdapal kekeliruan, maka akan diadalkan
pcrabahan dan perbaikan schagaimana mostinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO

Tim Teknis
| S
3.
R R
L o s
7T
!i_-':'_'rl- ::—. 2 " "
 Tekeda _ : Pj. WALIKDJA METRO,
B “1 N T
|E E L TR e e -‘Ill
. -' ; I.‘\_\_
i w s *‘1 s ACHMAD CHRISNA PUTRA
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran Il.e : Peraturan Walikota Mctro
Nomor 12 Tahun 2015

Tanggal g Spber 2015

Berita Acara Pemerikzaan Klinik Radiclogi

EERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR : 441/.......... /D.2-03/......... f20.........

Pada hari ini.......... Tanggal .__........... Bulan............... D ¢ e o P R R , telah
melakukan pemenksaan Lapangan terhadap Klinik Radiologi........... ... ., @esuai
dengan  Sural Perintah (ugas Kepala Dinas Keschatan Kota Metro Nomor -
L 1 if B fD.2-031 .. F tanggal.....a . tentang pemeriksaan
Sarana Keschatan.,

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis lzin klinik Radiologi. ............... . dengan
alamat......... SR TR . memenuhiftidak memenuhi syaral keschalan dan

dapat/tidak dapat di berikan rekomendasi terhadap Izin pada sarana
tersebut, karena :

.' 1. Administrasi : Suduh Jftidak memenuhi
syarat.
2. Keadaan fisik (Bangunan, peralatan, perlengkapan) ;0 Sudah [/ tdak memenuhi
syarat.

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini kami busl, apar dapat dipergunakan
sebagal bahan pertimbangan dalam pembenan/ penerbitan lzin.

Apabila dikemudian han ternyvata terdapat kekeliruan, maka akan diadekan
prrubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO

Tim Teknis ;
i D P L L e
2.
.
B T R i Y
T L

| PARAF i

PEETTR  AE e . y n LE ?’ ----------------------------
relcda 5
: X Q g ﬁ_/f Pj. W. A METRO,
3 .
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran ILI:  Peraturan Walikota Mctro
Nomor : |2 Tahun 2013
T_anggal 2 Kpker 2015

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

......

NOMOR : 441/....c000.. fD.2-03/.........f20.........

Pada harl ini. ; Tanggal. .. ..Bulan.. ianawes L ALML, ..
sesual dengan ‘-.«umt Pf-rmtah tagas fh—'m Kepalﬁ Dinas I{ﬂschatan Kota M1=-1'm Nnmur
441/, .. B 0 0 s 7 f20,.0.. Langeal. .o telah trelakiikan
peninjavan pemeriksaa.n kelengkapan persyaratan permohonan izin bagi
Nama ! LabDorabor . .. ooccvueieiarrnns
FuTE g e ol e gy B g e LA
Kebarabrmm:: s i maas
Kecamatan

PEMERIKSA :

1. Nama
Panghkal
Jabatan
NIP

PHATEAE. 1§ e
Jabatan 4 ...
MIP S R T

.. 3. Nama 8L 5 i =

Panplat™ S0 hiaiin e
Jabaran
NIP

HASIL PEMERIKSAAN
| il Penilaian
No | Rincian Persyaratan = Kenyataan TMS | MS

|
1. | Persyaratan bangunan |

2. | Persyaratan peralatan
laboralorium ‘

3. Peravaralan Wetenagaan |




jdin.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Penilaian
No Rincian | Persyaratan | Kenyataan | TMS | MS

4, | Sural pernyaraan | |
kcsediaan mengikul |
Program pemanlapan '
MLt | ‘ ‘ ‘

KESIMPULAN :
Laboratorium terscbut belam [/ sudah memenuhi persyaratan rminimeal.

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini kami buat untulk dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembenan/ Penerbitan Surat lzin
Praktik.

Apabila dikemudian hari ternyvata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA METRO
Tim Teknis
1
e B B A A
R AT i S YT e e
o B e
- TR
MR e R e
T
i ':-:"'"-'.' = i
5 PARA} HIES A K (HIS | P W METRO,
L.;l:"h-']a : : e “‘1
ki "l.'hun-q_ e J ‘-'|

' : M""" é/ || ACHMAD CHRISNA PUTRA

I'I!"I.IU v
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Lampiran Il.g : Peramuran Walikota Metro
Momar ¢ % Tahun 2015

Tanggal ;12 tetober 2015

Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 441/ fD2-03/....... e | o AT
Pada hari ini......... Tanggal._........... Bulat......... ek herdasarkan
Permohonan dan Pimpinan Humah o4 Py | U e 5 [l Ty S ranggal
eviiiiniie. B9 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadua Satu Pintu (KPM
dan 1"["'31-‘1 Kota Mettu Nomor ...oeeernvenennenes perihal  Permmohonan  Tzin
Penyelenggaraan (Operasional) Tetap Rumah Sakat.. LKami
Tim Perizinan Dinas Kesehatan Kota Metro, scsuai clcngm1 Eurat permtah Tugas
dari Kepala Dinas Keschatan Kota Metro Nomor........o.oe. tanggal
................ Untuk melalukan peninjavan lokasi/suvey terhadap !
Nama Sarana » Rumah Salet . ciannnnis s

Alamal F o s et s Sy

. Dengan hasil peninjauan scbagai berikut :

[1. IDENTITAS RUMAH SAKIT

. Kategori P

Alamat RN AN TR e a R BT E e

. Kelas Rumah Sakit o e Ei e e

. Pemilik/ Pengelola R R R et e s

€. Jumlah TT F N el TT
. Direktur :

[

B La

=]

1. DATA RUMAH SAKIT
.  Tanah, Bangunan

¥ Laas Tanah Keseluruhan e I
w * Luas Bangunan LSRR M2
* Lunas tempal parkir, taman I e |
2. Unit Gawat Darurat

3. Unil Rawal Inap B g TT

*VIP LR TT

®* Kelas 1 fooia TT

* Kelas 11 R TT

* Kelas 1 AT o

4. Poliklinik/Ruang Rawazr.lalan : terdiri dari

a.  LUnit Penunjang

* Tarmas R S o A e ot e e e
* OK e L S L e e e
* Radiologi R A B PR LB LR
* USG -

* Laboratornium G P ETE

* EKG e R ——



jdlh metrokota.ge.id !
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA I\/IETRO

6. Instalasi

* Instalasi gizi
Eretala=ylagbelle: b R R R R
Instalasi Telepan S R R P U s o A :

Londry Er e e e L S e el S e e
B 000000 e npdeisens meonlson i

¥ Instalasi AC R R R R R b S s

* Satpam
* Kamar Jenazah

7 % 4

Sanitasi
12. Peralatan
* Non Medis P SR S
® Penurgang Medis: ..ot
I3, Transportasi A i iy

. 11l. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan ke lokasi dengan hasil-hasil seperti

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit
.................................. layak / tidak layak untuk Diberikan Rekomendasi
Izin Operasional/ Sementara/ Tetap Rumah SBalkit.

2. SARAN
S P

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini kami buat, agar dapat dipergunakan
sebagal bahan pertimbangan dalam pernberian [ penerbitan [zin.
Apabila dikemudian hari termyvata terdapal kekeliruan, maka akan diadakan

. perubahan dan perbaikan sebagaimana mestnys,

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA METRO
e — Tim Teknis :
|
2.
B s R R
e e i e o
e .
S S T e e B e
% F_: ‘ARAF B '_’I'." L8 iS g
‘“hﬁdﬁ_

L ﬁ A

-‘-1‘
hf W oy = ACHMAD CHRISNA PUTRA
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran IL.h ; Peraturan Walikota Metro

Nomor: 1%  Tahun 2015

Tangeal : 12 Dkvber 2015
Berita Acara Pemeriksaan Apotek
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : 441/ JD2 03720
Pada hari ini........ooo. tanggal..........................bulan._ ... tahun
creeeneeen A vang bertanda tangan dibawah ini
hama B P O S B - R s i G LA N B, M o e oG N 4 ey O i 300 i N MW S
[anglkat
Jabatan e e R NS SRR B K L L e St T Bt o b o
NI
Pangkat B R e e B e S R L e L i s e e W (st
Jabalan e B e B g S A e

. NIF R S S e P L R R P i B B e Vo M P ) e F A B e

Berdasarkan surat tugas darn Kepala Dinas Kesehatan Kota................ Nomor
.............. Tanggal........cccvvinen  TIATL s delah melakukan pemeriksaan

Nama Aporek i Ak TR R A G P A R e e A D A P AP A P e R S
Alamat ;
Eccamatan
Kotamadwva
Provinsi
HASIL PEMERIKSAAN
NO. PERINCIAN PERSYARATAN KENYATAAN PENILAILAN
- TMS  MS
BANGUNAN a
1. Barana Apotek Sarana Apotek dapat
didirikan pada lokasi
'yang sama dengan |
| kegmatlan _P&lﬂ}janan |
| dan komoditi lainnya
| | diluar sediaan larmasi.
2 Bangunan  Apotck  ackurang
Kurangnya memiliki roangan
Khusus untuk :
a. Ruangan peracikan  dan | - ada
Penyerahan resep Sesuai keburuhan
b. Buangan Administrasi dan |- ada
kamar kerja Apoteker, Sesual kebutuhan
c. WC - ada
Sesuai kebutuhan
‘ | - | | R R




jdin.metrokota.go.id .
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

d.

h.

Sumber Air

Penerangan

. Alat pemadam kebakaran

d. Ventilasi
. 2. Sanitasi

4. Papan Nama

| I1. PERLENGKAPAN :

il

1, Alat pembusatan pengolahan
dan peracikan,

Timbangan miligram
dengan anak timbangan
vang sudah ditera.

. Timbangan Gram dengan

anal rimbangan yvang
sudah ditcra

». Perlengkapan lain discsuai

kan dengan kebutuhan

3 Kelengkapan Bangunan calon | Harus memenoahi
Apotek :

persyaratan

‘ keschatan.
Harus cukup terang
Sehingga dapat
menjamin pelaksanaan
tagas  dan fungsi
Apntek
Harus berfiingsi

'dengan baik sckurang
Kurangnva dua buah.

Yang baik serha
memenuhi persyaratan
Hypgiene lainnya

Harus Biailke SErTa
memenuhl persyaratan
Hypicne laannya

Berukuran minimal ;
Panjang : 60 cm
Lebar + 40 cm

Dengan tulisan -
-Hitam diatas dasar
Putih.

-Tinggi huruf minimal :
o om

Tebal : 3 cm

[ - minimal 1 sel

- mmmirnal 1 set

- Sumur/PAM/ ‘
| Bumur pompa
‘ dll

- PLM
[ generator
-Lampu
Emergency dll

Dengan ukuran
| 7 | e N

- Jendela. .. hh
Ventilazi.. bh

-Baluran
pembuangan
limbads ;

ada / tidak
- bak-
bak [/ tempal
pembuangan
sampah

ada [/ tdak

Beruluran
Panjang....cm
Lebat:......cm

Dengan
tulisan...

- ada / Lidak

- ada / tidak

- ada | tidak




jdih.metrokota.go.id !
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

2. Perlengkapan dan alat per
Bekalan farmasi :

a. Lemari dan Rak uniak pe-
‘ ryirnpanan obal

b. Leman pendingin

¢, Leman untuk penyim

panan
| 3. Wadah pengemas dan pem
bungkus
a. Eriket
b, Wadah  pengemas dan
pembungkus unk
penyerahan obat

- Alat Administrast

d. Blangko pesanan obat

b. Blangko Kuariu stok obat

. Blangkn salinan resep

d. Blangko fakour dan

Blangko nota penjualan
&, Bulal catatan Markotika

f. Buku pesanan obal
MNarkotika

g. From laporan obal
Narkotika

5.1. Bulku Standar vang diwajib
kan

2. Kumpulan perundang —
Undangan yang
berhubungan dengan Apotck

TENAGA KESEHATAN.
1. Apoteker Pengelala Apotek

2. Apoteker Pendamping

3. Asisten Apoteker [TTK

B e S e D

- ada dengan jumlah

sesial kelwaluhan
- mumimal 1 buah
- ada dengan jumlah
sesual kebutuhan

minimal 1 buah

- ada dengan jumlah
Sesual kebntmban

- ada dengan jumlah
Sesual kebutuhan

ada dengan jumlah
Sesual kebutuhan

- ada dengan jumlah
Seanai kebutuhan

- deda dengan jumlah
Beauai kebutuhan

- ada dengan jumiah
Sesual kebutuhan

- ada dengan jumlah
Sesuni kebutuhan

- ada dengan jumlah
Sesuai kebutuhan

Farmakope Indonesia
Edisi terbaru 1 buah

- ada dengan jumlah
Sesuai kebutuhan

- ada

- ada [/ tdak
A PR 5 o

- ada [ tidak

PPN i B F<1 5

i ok

ada / hidak
civeaeer IR

- ada / tidak

PR 519 1 14

- ada / tdak
civiiieeina Al

ada / tidak
T SR « -1

| -ada [ tidak
| st buah

- ada / tidak
............ buak

- ada | tidak

- ada [ tdak
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Demikianlah berita acara pemeriksaan ini kami buat, agar dapal dipergunakan
sebagal bahan pertimbangan dalam pembernian [ penerbitan [zm.

Apabila dikemudian hari termyata terdapat kekelimuan, maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya,

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO

Tim Teknis :
k.
e S S
iy R =—
B R R
= .
- r e E- :
| B AE-‘:AFi“-_].F _‘f*:_ Toi
ilr Aakda : ~ 5
e ]P } Pj. WALIKOTA METRO,
B W "“1 : ACHMAD CHHISNA PUTRA



jdih.metrokota.go.id '
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran Il.i : Pecraturan Walikota Metro
Nomor 1% Tahun 2015
Tanggal : 'L Sebvber 2015

Berita Acara Pemeriksaan Optik

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : 441/.......... fD.2-03/.........f20.........

Pada han mi..........Tangesal.............. Bulan........coooeve i1 § L] (RS R ERRRNRR L 7 v [ 1 1
melakulkan pemeriksaan Lapangan terhadap OPTIK............... , sesual dengan Surat
Perintah tugas Kepala Dinas Keschatan Kota Metro Nomor ; 441/ ............ fD.2

(1 =5 e iy 3 SR tangEal. ... tentang pemeriksaan Sarana Keschatan.

Hasil Pemeriksaan :

l. Bangunan
a. Kontruksi Banpgunan ;...
b Tata RUuamg 1. i iivieinne i

II. Fasilitas / Sarana
. . Peralatan Optik i,
b KeteResa o R
c. Sarana Keschatan .o

TMI. Kesimpulan

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini kami bual, agar dapat dipergunalkan
schagai bahan pertimbangan dalam pemberian [penerbitan [zin.

Apabila dikermnudian hari ternyata terdapsatl kekeliruan, maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA METRO
. " 4m Teknis :

I
e e S
S ks e b b s

A e e )yl e s

{ PARAF HIER/AGEKHIS | .

:- .' i "‘.’:]3 ) g -

i '-':'.:-.'l'_'u'lu-l-.—l-r_'.- ®

g F
| L2

fer WU

-]

AC CHRISNA PUTRA
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Lampiran IL.j : Peraturan Walikola Metro
Nomor  : 12 Tahun 2015
Tanggal : |2 Skebar 2015

Berita Acara Pemeriksaan BATRA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :441/ /D2-03/..... j20..........

Pada hari ini.. ” .o langgal... ..Bulan.. it L AT
........................ ..::Idh mLijukdn 'meLHkﬁ.’:ldI‘l iﬂ.]::.ingan tn::rhm:lap Fengubntnn
Tradizsional (BATRA) sesual denpgan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan
Kota Metro TUOERRNE i i s i) gl o s terilang
pemeriksaan Sarana Keseharan tersebut.

Hasil Pemeriksaan -

B O R O Y e i s e L A D s e
b. Tata Ruang

¢. Kamar keal/WC

d, Sarana keschatan

e, Admimistras

Dermikian benla  ascera pemeriksaan lapangen o kami buat, agar dapat
dipergunakan  sebagai bahan pertimbangan  dalam  pemberian/ penerbitan
STPT/SIPT.

Apabala  dikermnudian har ernvala lerdapal kekelirusan, maks akan diadakan
perubahan dan perbaikan scbagmaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO

Tim Teknis :
1.
2.
s T TR I 3 lllllllllllllllllllll
cARAF M RS R e
e | 5. eoreeseesesens e
e BT S
fer W A

Pj. WAL A METRO,
~,

-
ACHMAD CHRISNA PUTRA
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Lampiran IL.k : Pcraturan Walikota Metro
Nomor 1B Tahun 2015
Tangpal :[* ke 2015

Berita Acara Pemeriksaan Toko Alat Kesehatan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR : 441/.......... fD.2-03/.cnnnnns f20.........

Pada -har ini......... Tanmesl o Bl s 4105 b 1 SR , telah
meclakukan pemeriksaan Lapangan tcrhadap Toke Alat Kesehatan ............... .
sesual dengan Surar Perintah tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Wetro Nomor -
B T oL e 203 iviaiins F28. tanggal.......coo tentang pemeriksaan SBarana
Kesehatan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Izin Toko Alat Keschatan,............o... ,
BB L G e e dengan AlarmAT. ... v aiiaiiaevis v v , memenuhi/tidak memenuhi

syaral kesehatan dan dapat/tidak dapat di berikan rekomendasi terhadap Izin
pada sarana tersebut, karena :

1. Administrasi : Sudah / tidak memenuhi
syarat.
4. Keadasn fisik (Banpunan, peralatan, perlengkapan) @ Sudah [/ tidak memenuhi
syarat.

Demikianlah bernta acara pemeriksaan ini kami buat, agar dapat dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian [penerbitan [zin.

Apahila dikemudian hati ternyata ferdapar kekelimian, maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN
. KOTA METRO

Tim Teknis
! ey e
B
T
R R e
RAF HIERIRKMIS | 5 i
e, Tl e
iy f""““" 7.
‘{/ 'ﬁ Pj. WALI A METRO,
Rt vt W, -’ A

iy

ACHMAD CHRISNA PUTRA
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Lampiran 1.1 : Peraturan Walikota Metro
Nomor - 1% Tahun 2015
Tanggal : v Jefobr 2015

Berita Acara Pemerilesaan Toko Obat

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR : 441/.......... fD.2-03/......... 120.........
Pada hari imi......... Janggal........ocaBulan, o MO A e s e , lelah
melakukan pemeriksaan Lapangan terhadap Toko Obat ............... . sesual dengan
Surat  Perintah tugas Kepala Dinas Kesehatan Kora  Mero Nomor
. Gad I SRR | b (. SSHPE fr| ¢ CAR tanggal............tentang pemeriksaan Sarana

Kesehatan tersebur.

Berdasarkan hasil pemenksaan Tim Tekms [zin Toke Obat... PP - 1 a £
Ldengan alamat.., Es eeeen., dapatftidak dnpat rij]:uerjl-u-m
reh:nrrmndaﬂ terhadap Izin pada mmnu tersebut. karena :

1. Administrasi Sudah/tidak  memenuhi

ayarat.
2. Keadaan fisik (Bangunan, peralatan, perlengkapan) @ Sudah/tidak  memenuhi

syaral,

Dcmikianlah berita acara pemeriksaan ini kami buat, agar dapal dipergunakan
scbagal bahan pertimbangan dalam pemberian / penerbitan T=in,

Apabila dikemudian hari ternyata terdapal kekeliruan, maka akan diadalkan
perubahan dan perbaikan sehagaimana mestinya.

MENGETAHUT :
EEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO

A BT Fel L TITOY, CCT WY
o ome pn A &0 H
__.L [} o | L v | - 1 Ca
A}Ehﬂ" rag FLAHIT R DSl
Jis, e TN T 4 P ——

nr}zﬁ

-....-_--:

_"""“_ i )

| W— 3 T

Pj. W A METRO,

—

ACHMAD éHE.IEHA PUTRA

/
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Latnpiran ILm : Peraturan Walikota Metro
Nomor 1% Tahun 2015
Tangeal : lz dkHpber 2015

Berita Acara Pemeriksaan Klinik

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Hﬂ'm'u‘ﬂ 2 4-41;“......,,.....,,.',, fn+2-'u3,||r --------- fﬂﬂ ------- a4

Pada hari ini......... Tanggal.._............ Bulan.......o...... Tahun..........cceceeeeee. . telah
melakukan pemeriksaan Lapangan terhadap Klinik.............. ., sesual dengan Surat
Perintah tugas Kcpala Dinas Keschalan Kota Metro Nomor ; 4417 i b e B
LG PR L I, ¢ 7 - - 1 AN tentang  pemeriksaan Sarana  Kesehatan
rersetbll,

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis lzin Klinik., ..., . dengan alamat
............................... . dapatftidak dapat diberikan rekomendasi terhadap Izin

pada sarana tersebut, karena :

1. Administrast : SBudoh) tdak memenuhi
ayaralt,

2, Keadaan fisik (Bangunan,peralatan, perlengkapan) : Sudah/ rtidak memenuhi
syarat,

Demikianlah berita acars pemeriksasn ini kami buat, agar dapat dipergunakan
sebapal bahan pertimbangan dalam pemberian [ penerbitan lzin.

Apabila dikemudian hari ternvata terdapal kekeliruan, maks akan diadakan
perubahan dan perbaikan schagaimana mesrinya,

MENGETAHUI :
KEEPALA DINAS KESEHATAN
& KOTA METRO

Tim Teknis :
.
A R e e
b SR A e e S B
A ey A T s s
vy HAMAF :;I:!J T i
o ——re e
B o e =]

ACHMAD/CHRISNA PUTRA

/

J
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Lampiran Il.n : Peraturan Walikota Metro
Momar @ 18 Tahun 2015

Tanggal : |z obbeer 2015

Berita Acara Peninjau UTD

NOMOR : 441/.......... [D.2-03/........./20.........
Pade. Harl D0 BATIEIRL oo eana e ]::Lninjcmtr_u ke UTD..........
berdasarkan surat lUgas.......... L ...tanggal... saiiees belah

melakukan pemeriksaan La:rha.d.ap kclcngkapan pt:l"'nfrlfﬂlﬂﬂ pcrmc:hﬂnan 1zn bag :

Mama ol 215 1 R

MAatrmat s Jalan e
Kelurahan.............
Kocarma i i iiiiane e vy swan

. KO8 v vveniae

Peninjau :

1. Nama e e G e SR
PaREREE ™ i enmmcms oar oo
0 F T 1 Y ol
NIF

A Nangdl.  Saceiresacisaee
PangKat @ ...o-cooimimmnnimenreisinnie
TABSEATY C e L e e e e i
NIP dhos Sl e S e

3. Nama R e
Pangkat ! ........
. JABEEATT 3 S ien
NIP S
Hasil pemeriksaan (rincian disesuaikan dengan persyaratan untuk klasifikasi UTD
vanyg hersangkulan) :

| Kenvalaan I__ PENILALAN ) _I

TMS M5

| No Rincian | Persyaratan

1 | Persyaralan |

bangunan, sarana

dan prasarana

2 | Porayaratan

. peralatan

34  Persyaralan
kemampuan
pelayanan

4 | Sural pernyataan
kesediaan mengikoutl
Prograimn '
pemANApAn mulu |
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KESIMPULAN :

- Memenuhi persvaratan minimal.
- Belum Memenuhi persyaratan minimal.

Dremilkdan Berita Acara inl kami buat sesungguhnya dengan penuh fanggung jawab.

MENGETAHUI :
KEEPALA DINAS KESEHATAN

EOTA METRO
Tim Teknis :
L S e e R A
’ B s v e

2 IO
e A e i
5,

L '_“_,,ﬁ R 1‘"?“‘”‘ . 2 O .

| PARAF RIEBAIPARIS |

§§ﬁkr.Eaa ! L _

!..- ..-.frm‘ip—_ & i b i = L

L Pj. WALIK@A METRO,

fer oy |

'-.,1

. ACHMAD / CHRISNA PUTRA
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Lampiran ILo : Peraturan Walikota Metro
Nomor : |% Tahun 2015
Tanggal @1z tEpber 2015

Berita Acara Pemeriksaan Puskesmas

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR Hlf“""—-"- fﬂ.ﬂ-naf...."uquuuu -----
Pada han im.......... Tanggal,.ceevesrenae- Bulan...............Tahun_ ..oy telah
melakukan pemeriksaan Lapangan terhadap Puskesmas ..o, . sesual dengan
Surat Perintah tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Nomor
o S — JD.203) e 20 tanggal. tentang pemeriksaan Sarana

Kesehatan tersebnit.

Berdasarkan hasil pemcriksaan Tim Teknis lzin  Operasional  Puskesmas
............. .ers; dengan alamat ........ woeo.., dapatftidak dapat diberikan
rai:nmendnsi terhadap Izin pm:fa sarana tarsebut, karcna :

1. Admimistrasi - Sudah/tidak memenuhi
syardl.

2, Keadaan hsik {Eanglanan,p-r:rﬁhta_n,p&r‘]englmpan} - Sudah/tidak  memenuhi
syaral.

Demikianlah berita acara pemeriksaan ini kami buat, agar dapat dipergunakan
Izin.

sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian J/pencrbitan

ﬁpubg;?; dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan

perubahan dan perbaikan sebagaimana meslinya.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO

ACHMAD CHRISNA PUTRA

/
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Lampiran llla : Peraturan Walikota Mcetro
Nomor : % Tahun 2015

Tangegal : 't Octpper 2015

REKOMENDASI
NOMOR : 441/.......... /D.2-03/.../20.........
Berdasarkan Berila Acara Pemeriksaan lokasi Nomor @ 441/ fD.2-03/20....,
tanggal.....ou.. dan Keputusan Kepala [hnas Kesehatan Kota Metro Nomor

1608.j/KPTS/D.2/2011 tanggal 21 Descmber 2011 tentang Pelimpahan Wewenang
Pencrbitan Rekomendasi Izin Sarvankes dan Laik Sehat serta Surat Perintah Kepala
Dinas Kesehatan Kota Metro Nomor ; 441,/1608.4/D02/2011 tanggal 21 Descmber
2011 tentang Petugas Penilai Perizinan Saryvankes, PIRT dan Laik Sehat dan Hasil
Pemeriksaan Tim Teknis  iZDucieermeccomcoiomen, pada  SArAana.......oecoees
B ThseesensriansssseansrranensresndETIRAN Alamat.coiiiaeerceco, telah memenunhi/tidak
memenuhi syarat kesehalan dan dapat/tidak dapat diberikan rekomendasi
techadap lzin.............cccooiccinieen. pada sarana tersebut, karena @

|. Administrasi : Sudah/tdak memenuhi syarat.

2. Keadaan fisik (Bangunan, perzlatan, perlengkapan) Sudah / tdak memenuhi
syarat.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pemberian/Penerbitan izm... ...

Mengetahui :
an. Kepala Ninas Keschalan
Kola Metro
Petugas Tekhnis

m——

JARAF HIER _;'. "“"%-HE’?“

Lkkda 4 -

¥ —-«.-r:-:rr T Ty |:.

i ; Pj. WALIKOTA METRO,

i | -
- ‘Hr uu_ e A
; AC CHRISNA PUTRA
Catatan : Rekomendasi nntuk Perizinan
Perawat, Bidan, Apotck, Toko Obat,

Dptik, Toko Alkes, Batra
Laboratorinm klinik



jdih.metrgokotasgo.id ke
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran III.b : Peraturan Walikota Metro
Momar B Tahun 2015
Tanggal : |z Shber 2015

REKOMENDASI
Nomor : 431/ fD.2-03/20........

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 920/ Menkces/Per/XIl} 1986 tentang
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, jo Peraturan Menteri
Keschatan Republik Indonesia Nomor., 084 )Menkes/Per/II/ 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keschatan Rl Nomor,
G20/ Menkes /Per/XIl / 1986,

3, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes Rl Nomor. HEK.
00.06.3.5.5797 tentang Poctunjuk Pelaksanaan Upava Pelayanan Keschatan
Swasta di Bidang Medik Spesialistik;

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1189A/Menkes/SK/IX/1999 tentang

Wewenang Penelapan Izin di Bidang Kesehatan,
. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor,....... Tahumn............ tentang ..........
6. Keputusan Menteri Keschatan Nomor........coooeeeTahUn. Tentang
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor....Tahun ... lentang Pembentukan

Orpanisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; :
8. Kepulusan Walikota Metro Nomor... Tahun...... tentang  Tupoksi Dinas

Keschatlan;

9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Nomor o .,
1121 4121 | RS eaY tentang  Pelimpahan  Wowenang  Penerbitan
Rekomendasi [zin Sarvankes, PIRT dan Laik Sehat;

10.5urat Pemohom .ooeececvescnn s MOIOT 0 aaaniiis Tanggal ....iaeee-s.-.; tentang

Permohoniar [Em o s i aasiiaidon ;

11.Surat  Perintah  Kepala Dinas  Kesehatan  Kota  Metro  Nomaor
441/ 1608.1/D2/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Petugas Penilai
Perizinan Saryankes dun Laik Sehart;

12.Berila Acara Pemeriksasn IZin. ... Nomor 441/, /D2

. 03f...... L B EANEEAL o v e saviniasinisnisynas o
13.Hasil Pemeriksaan  Kelengkapan  Berkas pada  permohonan  izin
............. Tanggal.....cccoeeereeeeenneeooielah memenuhi  ftidak memenuhi

persyaralan yang ditentukan.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
memberikan / tidak memberikan Rekomendasi lzin.................... kepada :

Nama

Pemilik

Alamat

Jenis Pelayanan

*+ id #4 ¥4

Dengan ketentuan sebagai berilut :

1. lzin mendirikan. ... fersebut berlaku selama,...... sarmpai dengan
vrereeeen 20, .dan  dapat diperpanjang...............dengan lama berlaku

2. Apabila sebelum habis masa berlakunya izin, ............... telah memenuhi
persyaratan  melaksanakan  kegiatannya - maka  Pernibke.. dapat
mengajukan permohonan iZin................. kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung disertai hasil berita acara pemeriksaan dari Dinas
Kesehatan Kota Metro;
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3. [zin ini akan dicabut apabila ditemukan kegiatan-kegialan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka
akan kami adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Mengetahu ;@

an. Kepala Dinas Keschatan
Kota Mctro
Petugas Teknis

e e e G TN ST TR T T b L TP o edl

ARAF B

o b

e TR Tl 1o T .

: wrda g -
oy U f e Pi. WALIKGTA METRO,
| L e 1 P e
e M-\ b g <
R TIR
: “1 ACHMAD €HRTSNA PUTRA

Catatan : Rekomendasi untuk Perizinan :
Klinik, Rumah Sakit, Klinik Radiologi /
Klinik Fisioterapi, UTD dan Puskesmas
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Lampiran [V.b : Peraturan Walikota Metro
MNomor Tahun 2015
Tanggal : |z SFber 2015

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN [STPB)
Nomor : 441/ fKPM dan PTSP/ IPB/ 20....

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang Kescharan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 / MENKES /FER/XI/2010 tentang Tzin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

2, Keputusan Mentern  Keschatan  Nemor 1 189A /Menkes /SE T/ 19949
Wewenang Penctapan isin di Bidang Keasehatan;

4. Peraturan Daerah Kota Metre Nomor...Tahun.......
Susunan Organisasl dan Tata Kerja Peranghiat Daerah,

5. Keputnsan Walikota Metro Nomor. Tahun.. ... tentang Tupoksi Dinas Keschatan
Kola Melro;

fi, Burat Pemohon. . .
Permohonan I=in Pru.kL:l:. Ellilnlﬂ S\l.astu.

7. Hasil Pemerksaan Kelengkapan Berkas pada permohonan izin Praktik Bidan Swasta

, tclah memenuhi persyaratan yung ditentulan,

lenlang

eotentang  MPembentukan

o SOOI o v RN 6 i e tentang

®. Berila Acara Pemeriksaan  Izn Praktk DBidan  Swasbon..o..o.eoecoe SOTROF
s | e
. I{:kﬁmend'm dari.. Momior..

10. Kepulusan Waltkuta I'I..h:trn "'Iumm' lTE rKP'IE..IKPPT.."ED (0 temtang Pelimpahan
Penandatanganan Perizinan dan Walikota Metro kepada Kepala Kantor Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta Kota Metro.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor PM dan PTSP Kota Mctro memberikan

lmn Praktik kepada -

Mama
e —

Tempat /Tgl Lahir
Alamat Tempat Tinggal :
Alamat Tempat Praktik

Dengan ketentuan sebagai berikat @

l. Mentaati Peraturan Perundang—undangen yung berlaku scrra etika Kebidanan b

[ndenesia. .
2. Surat lzin Praktik Bidan ini berlaku 5 (lima) Tahun/ selama 3TRE masih berlabou,

Surat Izin Praklﬂc Bidan (SIPB} berlaku sampai dengam.. .o,
J AT Sl r S i NPT e
1 PARAF | N Ditetaplan di
.;T‘ x:-t LT e Pada Tanggal :
oy =1
ﬁ e [ an, WALTHOTA METRO

l KEPALA HKANTOR PENANAMAN MODAL DAN
: PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,

'l:ml:ruﬁr.m hﬂpﬂdﬂ 'I'ﬂ:‘l

Dirjend Yanmedilk I&Em Kea R, 1L di Jakarts
Walikota Mctro [schagai laporan)

Kepala Dinas Keschatan Provinsi Lampung
Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
Pemohon

B

ACHMAD /CHRISNA PUTRA
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Lampiran [V.c : Peraturan Walikota Metro
Nomor: /T Tahun 2015
Tanggal ; 12 4TS 2015

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
Nomor : 441f fEPM&PTSP/SIPP/20.....

Dasar :

¥

e

. Undang-Undang Nomaor 36 Tahun 2009 tentang Kesshatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HEK. 02.02 / MENEES [ 148/1f 2010 tentang
Izmmn dan Fenyelengparsan Praktike Perawat;

3. Kepulusan Mentern Kesehatan Nomor. 1189AMenkes/SK/IX/1999 {enlanpg

Wewenang Penetapan lzin di Bidang Keschatan;

4. Peraturon Daerah Eota Metro Nomor....Tabun........ tentang  Pembentukon
Organisast dan Tata Kega Peranghkat Daerah;

2. Keputusan Walikota Mctro Nomeor,....Tahufi.... tentang Tupoksi Dinas Kesehatan
Kota Metro;

f. Sural PETORIRTL G oscvnve s 0 0w v iy e s i, (2] 3], R RO Lol .. ... ... leTILHTIE

Permohonan [zin Praktik Perawat Swasta;
7. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Berkas pada permohonon wn Prakok Perawat

Swasti.......oocveerenn d@NERAL, L., telal memenuhi persvaratan vang ditentukan,
B, Berila Acara  Pemerilisaan Izin Praktik Perawal  Swastaoooooo. Mesrrer
Ltanggal L.
Ch. P&L’.’.ﬂIﬂEIldELE—I tlari ...N-:-mur ....................

1L Eeputusan 'I.Fu'allkata M{‘tru Nomor., 178/KFTS/KPPT/2010 tentang Pelimpahan
Penandatanganan Penmnan dan Wabkets Metro kepade Eepala Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPM dan PTSP) Kota Metro,

ang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor KI'M dan TSP Keta Metro memberikan

lzin Praktik kepada :

Tempat /Tgl Lahir L
Alamat Tempat Tinggal :
Alamat Tempat Praktik

Dengan ketemtuan sebagen beriboat :

L

2.

Mentaat Peraturan Poerundang—undangan vang berlabou serta etika Keperawatan
di Indonesia.

Burat Izin Praktik Perawart ini berlaku 5 {(hima) Tahun Mselams 5TR masih berlaku.

T 'm“ﬁh“m Ty T T rr e .=, =

é‘.u ’g:llll Pemwa all .Jﬁerialm Sampal deMEAN ... s
E’L =L - i

-=;_.-;,jg, S , ' Ditetapkan di
ot toes ﬂﬁ ; Pada rr'.q_n_gg:-:! - o —
~ m - : an. WALIKOTA METRO
A 4/ KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
G i s PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

er Uy ot EOTA mgm

Tembusan :
nnjend Yanmedik Kem-Kes . 1. di Jakarta Pj. WALI A METRO,
Walikota Metro (sebapgai laporan) ~

e el

Kepala Dinas Keschatan Provins Lampunyg
Kepala Dinas Keschatan Kota Motro —
Pemohon ACHMAD CHRISNA PUTRA
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Lampiran IV.d : Peraturan Walikota Mectro

Nomor :|% Tahun 2015
Tanpoal - 'L OMrber 2015

SURAT IZIN MENDIRIKAN KLINIK FISIOTERAPIS
Nomor : 441/ [KPM dan PTSP/IKF /(20

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1363 /Menkes /SK/XIT/200]1  tentang
Registrasi dan Ozin Praktik Fisaolerapis,

3. Keputusan Menteri Kesechalan  Nomor, 11894 /Menkes /SEK/D /1999 teniang
Wewenang Penetapan lzin di Bidang Kesehatat.

4. Peraturan Daerah Kota Metre Nomor...Tahun.. ... tentang Pembentulan
(Irganisasi dan Tara Kerja Peranglkat Dacrah.

5. Keputuzan Walikola Metro Nomor.... Tabung...... tentang Tugas Tokok dan Fungs
Dinas Kesehatan.

6, Surat Pemohon.............NOor........... tanggal.,.,.eer .o entang Permohonan Lzin
Klinik Fisioterapis

7. Hosil Pemeriksaan Kelengkapan Berkas  pada  permohenan  wan Klinik

FisioteTapis. ..cooivrmareaninns tanggal. . e ., telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

8. Berita  Acarna  Pemenksaan lmin  Klinik Figioterapis... ..c..co.coannnNOMOT
RO 1 1. -+ - | R PPy

9, Rekomendasi dan............Nomor...

1ﬁ_E:pu1unm Walikota Metro Nnm:;ri.--i%é-;f.ﬁﬁﬁﬁt(?ﬂ; 2010 temiang Peolimpahan
Penandatanganan Perizinan dari Walikots Metiro kepada Kepala Kantor Penanaman
Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu (KPM dan PTSF) Kota Metro.

Sesuai dengan hal tersebut diatss, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanuan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro memberikan lein Mendirikan Klinil: Fisioterafis kepada :

Nama s Klinik....ocieaaannn
Pemilik :
Alamat &

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

zin mendirikan Klinik Fisioterafis tersebut herlaku selama 5 (lima} tahun sampai
dengan tangEal ...

 Bilamana Klinik dalam keputusan ini menghentikan kegiatannya, ditutup atamn schab-

sehab lainnya selama berlakunya izin ini, maka pengalihan Klinik ke pihak lam hars
mendapat persetiujuan dari kepala Dines Keschatan Kota Metro.

Izin ini akan dicabut apahila ditemukan kegiatan-kegialan yang bertentanpan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam keputusan ifi, maka akan kami
adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

- S ————T TR PN Mhtetaplan d
e e e L A Pada Tanggal :
_ S an. WALIKOTA METRO
B / KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
m\/_] HOTA METR%
Tem bﬁggg"i-:npﬂ da th
1. Dirjend Yanmedik Kem-Kes E. L di Jakarta Pj. W A METRO,
2. Walikota Metro (scbaguai laporan) o
3. Kepala Dinas Keschatan Provins: Lampung _
4, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro ACH CHRI PUTRA
5. Pemohom /

/
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Lampiran IV.e : Peraturan Walikota Mctro
Nomor : % Tahun 2015
Tanggal : 12 GkfMber 2p)5

SURAT IZIN MENDIRIKAN ELINIK RADIOLOGI
Nomeor : 441/ fEPM dan PTEP/IKR/20.....

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan;

)

B W

=R

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor, 1357 f Menkes/ Per/V /2006 tcntang Hepisirasi
dan lzin Praktik Radiografer;

Eeputusan Menteri  Keschatan  Nomor, 1 1894 Menkes /| SK/TX,/1999  tentang
Wewenang Penclupan izin di Bidang Kesehatan.

Peraturan Daerah  Kota Metro Nomor...... Tahun...........teptang  Pembenmlan
Oraanisasi dan Tata Kega Perangkat Deerah,

Keputusan Walikota Metro Nemor.... Tahun.... lentang Tupoksi Dinas Kesehatan.
Surat Pemilik............Nomor....c..ooa- tANEEAL v i anins i teniang Permohoman  [zin
Klinik Radinlog.

Hasil Pemeriksssn  Kelengkapan Berkas pada  permchonan min  Rlinik
(22T e T 1 RN <14 - -:: | IR ,  telah  memenuhi  persyaralan yang
ditentulkan.

Berten  Acara  Pemeriksaan [mEin Klinik Badiodogh. o Momuor
________ tanggal.....coone

Rohomenidasi, oo, e veeseaa o OmOT.

10.Keputusan Walikota Metro Nomor - 178 KPTS/ KPP/ 2010 tentang Pelunpahan

Penandalanganan Perizinan dari Walikota Metre kepada Kepala Kantor Penaneunaty
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu (KPM dan FI'SP) Eota Metro.

Sesual dengan hal tersebut diatas, Kepala Kanter Penanamen Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kota Metro memberikan Izin Mendirikan Klinik..... kepada :

Hama O L 1ok |
Pemilik :
Alamat :

Jenis Pelayanan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

T

tec U ""1 =
Tembusan kepada Yth;'

Ao R

1.

2.

-
[ =

i

l#in mendirikan Klinik Radiologi terschbut berlaku selama 5 tahun sampai dengan
latggal. . oocieeoeee

Bilamana Klinik dalam keputusan ini menghentikan kegiatannya, ditatup atad
sehab-schab lainnya seluma berlakunya izin ini, moka pengaliban Klimk ke pihak
lmin hamis mendapat persetujuan dan kepala Dinas Kesehatan Kota Metro,

lein ini akan dicabut apabila ditemukan kegislan-kegiatan yang bortenlangan
denpun peraturan pernthdang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian han lerdapat kekelirman dalam keputusan ini, naka akan kami
adakan perubahan sebogaimans mestinya.

P I LI A T ST D rE Y T TS

ERE : Ditetapkan di
' ' —— Pada Tanggal
Poto “fpaas an. WALIKOTA METRO
’f? Hepala Kantor Penanaman Modal dan
[;mﬂw‘k | a{/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bl gl Kota Metro,

Dirjend Yanmedik Kem-Kes R, 1. di Jakaria Pj. WALI A METRO,

W

aliknta Metro [sebagai laporan)

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Ty
Kepala Dinas Keschatan Kota Metro

Pemohan

2T="rg

ACH CHRISNA PUTRA
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Lampiran IV.f : Peraturan Walikota Metro
Nomor : '®  Tahun 2015
Tanggal : |* OFhBERC 3015

Membaca : Burat permohonan Saudara, NOmor. ...,
tanggal..............untuk  memperoleh  lzin/Perpanjangan Tzin
Laboratonium........c.eevvvveeeen.

Menimbang @ Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
kegiatan laboratorinm......oonn

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menter Kesehatan Normor
411/ MENKES/PER/IIT/ 2010 tentang Laboratorium Khnik;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan -

Kesatu - Memberikan izin/Perpanjangan Izin Laboratorium kepada :
Nama S =1 070 e R | PR
Alamat B e SR A
Kelurahan
Focamalan p
Katipaten/ kKota:
Kedua : Keputusan ini dapar dicabut kembali, apabila laboratorium yang

bersanglkutan tidak memenuhi ketenfuan peraluran perundang-
undangan vang berlaku.

Keliga . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di

o - Pada Tanggal :
ARAF NINTMJKHIS | an. WALIKOTA METRO
I s 1 ¢ T Kepala Kantor Penanaman Modal dan
sl T ~ oo Pelayanan Terpadu Satu Pintu
B & ETL _ o Kota Metro,
Tembusan kepada Yth, ;
L. Dirjend Yanmedik Kem-Kes . [ di Jakarta Pj. WALI A METRO,
2. Walikota Melro (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Keschatan Provinsi Lampung ™
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
5, Pemohon SR
AC CHRISNA PUTRA
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Lampiran IV.g : Peraturan Walikota Metro
Nomor '8 Tahun 2015
Tanggal ; | S:Hber 2015

SURAT IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
Nomor @ 441/ FfEPM & PTSP/IRS/20.....

Dasar :

ron o ol

10

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000 enlang Rumah Salat;

Peraturan IMenteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Periznan Rumah Sakit;

Kepumisan Menteri Eesehatan Nomor, 112948 Menkes/SE/IX/ 1999  lenlang
Wewenang Fenetapan ban di Bideng Kesehaten.

Peraluran Daerah Kota Metro Nomor........... Tahui......... lenilang  Pembentulan
Organigasi dan Tata Kerja Peranpkst Dacrah.

Keputusan Walikota Metro Nomor.. ... Tahun...... tentang Tupoksi Dinas Kesehatan,
Surat Pomillile:. . oo icomereniorin MoOmnEr. oo iias e el s i e o tentang
Permohonan [zin Pendirian Bumah Sakit....oou.

Hasil Pemcriksaan Kclengkapan Beorkas pada permohonan izin Ponycolenggaraan

Rumah Salat.....oeimecemienneens tamppal. . ... , telah memenuhl persyaratan yang
ditentulsan.

Berita Acara Pemenkszaan [mn Penyelengparaan Kumaeh Salal.oo.o........ Nomor
.................... TANEEAL o avva e ivnin viv i e

-Rekomendasi dari_ ..o NOMOE e

Keputusan Walikota Metro Nomor @ 17R/KPTS/KPPT/2010 tentang Pelimpahan
Penandatanganan Perizinan dari Walikorta Metro kepada Kepala Kantor Penanaman
Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu (KFM dan PT'SP) Kola Metro.

Sesuai dengan hal teracbut diatas, Kepala Kanlor Penanaman Modal dan Pelavanan
Terpadu Satu Pinlu Kota Metro memberikan ftidak memberikan lzin Mendinkan Bumah

Sakarc

kepads ;

Mama 1 Fomah Salit....coceineens
Pemilik T

Alamat £

Jenis Pelayanan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1

Lein mendirikan Rumah Sakit terscbut berlaku sclama 2 {dua) tahun sampai dengan
tangzal...ooeoe.es dan dapat diperpamgjang 1 [(satu] kali dengan lama berlaku 1 {sata)
Lakun.

. Apabila sebelum habis masa berlakunya izin Bumah Sakit telah memenuhi

persyararan  melakeanakan  kepiatannys  maks  Pemilik Rumah Sakil  dapat
mengajukan permohonan izin penyelenggaraan (operasional] kepada Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disertai hasil benta acara
pemenkssan dan Dinas Kesehatan Kota Metro.,

. Izin ini akan dicabut apabila ditemuksn hkematan-kegatan yang bertentangan

dengan peraturan perundeng undangan yang berclaloa.

4. Apabila dikermnudian hari tcrdapat kckeliruan dalam koputusan ini, maka akan kami
adakan perubahon sebagaimana mestinya.
E:I'Emﬂnmunmk m:guﬂ:wrhm
it el Y 3 Ditetaplan di
EVERCAEES 1N oy : Pada Tanggal :
o : " : an. WALIKOTA METRO
il F"m i HKepala Kantor Penanaman Modal dan
¢ : Pelayanan Terpado Satn Pintu
&F‘“ A Kota Metro,

Tembn ':I.'=|_I"F ﬂﬂ[ga'f[a Yth, ‘“""1

- Dirjend Yanmedik H.l:'m Res K. [ di Jakaria
Walikota Metro [zebhagai laporan)
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Kepala Dinas Keschatan Kota Metro
Pemohon

Gl L b
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10.
Keputusan Walkota Metro Nomor, 178/KPTS/KPPT/2010 tentang Pelimpahan

11

Lampiran IV.h : Peraturan Walikota Mctro
Nomor : ¥ ‘Tahun 2015

Tanggal : (T Ovker 23015

SURAT IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT
Nomor: 441/...../KPM &GPTSP/IRS 20, ..

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lenlang Kesehstan;

IUndang-Undang Nomaor 44 Tahun 2009 tentang Bumah Sakil;
Peraturan Menteri Keschatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Pervanan Bumah Salay;

. Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor. 1 1B9A Menkes /SK/DC 1999 tentang

Wewenang Penetapan izin di Bidang Kesehatlan.

Peraluran Daerab Koo Melro Normor.,.ae., Tehumn...........lentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Peranglkat Daerah.

Keputusan Walikota Metro Momor, ... Tahun... ... tentang Tupoksi Dinas Kesehatan.

. Burat = s Momot. ..o otomggal L Ctendamg

Permohonan Izin Pendirian Bumah Saldt. .......... :
Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Berkas pada permohonan izin Penyelenggaraan

Rumah Salar.. ......._...... tenggal......ol. , telah momenuhi persyaralan yvems
ditentukan.
. Bernita Acara Pemenksaan lzin Penyelenggaraan Rumah  Saldt........... Nomaor
............... tangmal..
Rekomendas danc..o oL 1"'It:li'ru.lnr .................

Penundalanganon Perizinon darl Walikota Metro kepada Kepala Kantor Penanaman
Modal dan Pelayvanom Terpadu Satu Pintu [EPM dan PTSP) Kota Metro.

Sesuai dengan hal wersebtat diatas, Kepala Eantor Penanamman Modal dan Pelavanen
Terpadu Sam Pinti Kota Metro memberikan/tidak memberikan Izin Operasional Tetap
Fumah Sakit kepada ;

Nama : BEumah Sakdt....coceinerees
Pemilik i
Alamat

Jenis Pelayanan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

* 38

3.

]'lcmlklm'l untl:lk mEI'!_]'-Ell:il

Lan Operasional Tetap Rumah Sakit tersebut berlakn selama. .. ltahun sampai
denp . tanpgal. ..
[sin ini akan dJ-r_uhul apabila dilkmuken kepatan-kegatan yang bertentangan

dengan peraturan permndang-undangan yvang berlaku.
Apabila dikkemudian hari terdapat kekelinuan dalam keputusan ini, maka alkan kami
adalan peribahan sebagaimana mestinya,

R L R T T T TR

it i Dhletaplan di
i pada tanggal
e e - . | an. WALIKOTA METRO
i + pota g Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Fo TR E; i Pelayanan Terpadu Satn Pintn
. B Kota Metro,
ter ’
Tembusan kepada Yih o _ﬁ‘j
1. Dhinend Yanmedik Kem-Kes R [ di Jakarta Pj. W A METRO,
2. Walikota Metro [sebagod laporarn)
3. Eepala Dinas Kesehatan Provinst Lampung f ™
4. Kepala Thnas Keachatan Kota Mctro o
9. Pemohon A CHRISNA PUTRA
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Lampiran V.1 : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 1P Tahun 2015
Taneeal =12 ri#i'ﬁ'bﬂ' - 2015

SURAT IZIN APOTEEK

Nomor : 441/ [EKPM dan PTEP/APOTEE/20.......

MEMBACA -

MENIMBANG

MENGINGAT :

MNETAPEAN
KESATU

Sural pr,nnuhuna.u PP £ 1 41 -4 .= |
umuk !ul:mu:rulth 121N Apmfk

! Bahwa pcmohon telah memenuhi  persyaratan yang  telah

ditctapkan dan pemohon dapal discrujui, oleh karena  itu
menganggap periu menelapkan dengan suatu Surat Kepulusan,

1. Undang-Undang Obat Keras (31, 193 7 Nomaor 54 1);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tabhun 2000 tentang Narkotika;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan:

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan

Dacrah schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor @ Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 36 Tshun 2014 tentang Tenags

Kesehatan;

B. Keputusan Menlern Keschatan Nomor
1332/ Menkes/SK/IX /2002 tentang Tata Cara Pemberian lzm
Apatel

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehalan;

8, Peraluran Pemenntah Nomor 51 Tahun 2009  tentang
Pckerjaan Kcfarmasian:

e

MEMUTUSKAN :

: Memberikan izin j.pn'l:l.':k kepada :

Mama Apotek
Alamat

Dengan menggunakan sarana @ Milik sendiri/Milik Pihak Lain
Nama Pemilik Sarana

Akte Perjanjian E::rjar-:amj

MNormor

Tanggal

Yang dibuat dihadapan Notaris Ji ;

Dengan ketentuan sebagai beriloat

1. Izin Apotek ini berlaku untuk Apoteker atau  Apoteker
bekerjasama dengan pemibk sarana apotek dilokasi dan
sarana schagaimana tersebul diatas.

2. Penyelengearaun Apotek, harus selalu memaruhi ketentuan
peraturan peundang-undangan yang berlaku.
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KEDUA : Tzin berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal..................s&am;paEd
dengan tangpal. .o,

KETIGA : Betiap pergantian Penanggungiawab/ pindah alamat [gantl nama
harus membuat izin baru.

LT TR w e L e e ST S T TS -

i PARARFMHIESSAIR Y Ditctapkan di :
E-':J-vw ¢ ENPLIT T S S L s Pﬂdﬁ Tﬁl‘ll’-ﬂ'ﬂal :
tur_“- — jailey

an. WALIKOTA METRO
b M‘N ; : Kepala Kantor Penanaman Maodal dan
5 Ea - Pelayanan Terpadu Satu Pintu

e '  minns sl Kota Metro,
TLORMN [ | B A
e N

Tembusan kepada Yih, :

L. Dhrjend Yanmedik Kem-Kes R. 1. di Jakarta Pi. W A METRO,
. 2. Walikota Motro (scbagai laporan)

3, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung i

4, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro i

5. Pemohon ACHMAD CHRISNA PUTRA

/
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Lampiran IVj : Peraturan Walikota Metro
Namor 1% Tahun 2015
Tanggal ;|2 efiber 2015

SURAT IZIN OPTIK

Nomor : 441/ /KPM dan PTSP/OFPTIK/20.....

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPEAN
KESATU

. KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Surat Permohonan dari
Moo 2
Tanggal

Tentang

Bahwa pemohon telah memenuohi persyvaratan yang tlelah
ditetapkan dan pemohon dapat disemijui, oleh karena it

menganggap porlu menetapkan  dengan suatu Surat
Keputusan.

a. Undang-Undang Nomeor 32& Tahun 2009 tentang
Kcschatan,

b, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424 / MENKES
fOBK [/ X1 ) 2002 tentang Pedoman Penvelenggaraan
Optikal;

MEMUTUSKAN :

Memberi Izin ke

Kepada 3

Mama : OPTIK ....
Alarnal !

Pesnilile

Penanggung Jawab

a. Pimpinan Optik bertangpung jawab fterhadap sepgala
penvelonggaraan adrmimatra:s Ophlk tersebuat;

b, Membuat Laporan sesuai dengan kerenfian  yang
berlaku,

Penanggung jawab Optik bertanggung jawahb penuh dalam
bidang teknis penvelenggara Optik tersebut.

Optik harus memenuhl syarat-svaral untuk melakukan
pemeriksaan sesual dengan peraturan yang berlaku.

Optik harus mempersiapkan peralatan vang diperlakukan
uniuk melakukan pemeriksaan refraksi dan kelenghkapan
lainnya yvang diperlukan untuk penyviapan kaca mata.

Optik harus menyiapkan rtuangan  laboratorium  serla
peralatan yvang sesual dengan persyaralan yang berlakua.
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EKETUJUH

KEDELAPAN
KESEMBILAN

.. KESEPULUH

. Tembusan kepada Yih, -
. Dirjend Yanmedik Kem-Kes R. 1. di Jakarta Pj. W A METRO,
Walikota Metro (sebagai laporan)

. Kepala Dinas Keschatan Provinsi Lampung
Hepala Dinas Kesehatan Kota Metro

. Pemohon

n s Qo kDo

PARAE HIET§

a
L P L
5 e

o W

1. Optik dilarang mengiklankan barang-barang atau jasa
kacamata yang tidak sesuai dengan persyaralan yang
berlaku.

2, Ruang kepga Optik dilarang dipergunakan untuk
keperluan lainnya.,

3. Optik dilarang merubah kekuatan lensa dan resep vang
diberikan oleh dokter.

4. Optik dilarang memberikan kacamata yang koreksinya

oleh refraksionis tidak memberikan visus 100%.

Oprik dilarang memberikan lensa kontak tanpa resep

dokler mata.

6. Oplik dilarang mempergunakan obat-obatan dalam
pemeriksaan refralcel kecuali obat pelengkap lensa
kontlak,

Setiap pengganbian  pimpinan  dan Relfraksionis  harus

dimintakan 1zin baru,

o

Surat Izin ini berlaku sclama 5 (lima) tahun terhitung scjak
tanggal ditetapkan.

Izin ini akan ditinjau kcmbali, apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan.

Dhilelaplkan di ;
Pada Tanggal :

an. WALTKOTA METRO
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mctro,

ACHMAD SNA PUTRA
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Lampiran IV .k : Peraturan Walikota Melro
Nomor : % Tahun 2015
T: 1 OEEer 3015

SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL (SIPT]

Nomor : 441/ ...... /EPM & PTSP/SIPT/ 20...

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/ Menkes/SK/VII/2003
tentang Penyvelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa kepada

Nama
Jenis Kelamin

Tempat/Tgl Lahir

Agama

Kewarganegaraan

Pekeriaan

Klasilikasi/Jenis
Penpgohbat Tradisional

Alamat
Tempal Prakuik

Dinyatakan diberi izin sebagai pengobat tradisional pada Kantor Penanaman Maodal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu  Kota Metro SIPT  berlaku  sampai

Tembusan :

Ditetapkan di :
Pada Tanggal -

an. WALIKOTA METRO

: KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,

1. Kepala Dinas Keschatan Provinsi Lampung,.

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.

3. Kepala Puskesmas setempat.

4. Asosiasi/Organisasi Profesi dibidang Pengobatan Tradisional,

Pj. WALIKOSA METRO,

S

—-—

ACHMAD CHRISNA PUTRA
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Lampiran [V. : Pcraturan Walikota Metro
Namar: £ Tahun 2015

Tanggal ; I (Bee 2015

SURAT TERDAFTAR PENGOEAT TRADISIONAL (STPT)

Nomor : 441/ ...... /KPM & PTSP/STPT/ 20...

Berdasarkan Keputusan Menteri Keschatan Nomor 1076/Mcenkes/SK/VII/ 2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa kepada :

Mama

Jenis Kelamin
Tempat/Tgl Lahir
Agama
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Klasifikasi/Jenia
Pengobat Tradisional
Alamat

Tempat Praktil

Dinyvatakan tclah terdaftar scbagal pengobat tradisional pada Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Ditetapkan di :

= Py Pada Tanggal :
R S T ﬁ"*“‘* an. WALIKOTA METRO
e k I{EPA_[A EKANTOR PENANAMAN MODAL DAN
= PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
s JC HOTA METRO,

Tembusan :

. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metra

. Kepala Puskesmas setempat

. Asosiasi [/ organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional.

A T L

Pj. WALI A METRO,
~

ACHMAD CHRISNA PUTRA

|
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Dasar

KEPADA
v

LINTIK
Pertama

kedusn

Lampiran IV.m ; Peraturan Walikota Mctro
Nomor : & Tahun 2015
Tanggal : 11 S&vber 2015

SURAT IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

Nomor : 441/ / EMP dan PTSP /SIAK/20.....

¢ Mamma Toleo Alles

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomeor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Parmasi dan Alat Kesehatan;

Peraluran Menieri Kesehatan Nomor 1191 f MENKES [ PER
S NI/ 2010 tentang Penyaluran Alat Keschatan;

Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 1189 f MENKES
JPER/VII/ 2010 tentang Produksi Alat Keschatan dan
Perbekalan keschatan Rumah Tangga;

MEMBERI IZIN :

Alamat

» Melaksanakan kegiatan usaha yaitu ;

A, Jenis Kegiatan / Perisahaan:

B. Pcmilik
C. Penangpung Jawab
0. NPWP

: Penenma / Pemepang lan berkewnjiban untuk memperhatikan

hal hal sebagai berikut :

L.

o

Sural lzin ini harus ditempaltkan di (empal yvang mudah
diketahwi batk olch petugas yang memeriksa maupun olch
instansi lain pada waktu pecmeriksaan.

Surat lzin i berlaku selama 3 [tga) tahun scjak tanggal
dikeluarkan dan apabila hal-hal tersebut di atas tidak
diperhatikan dan dilaksanakan maka Surat lzin ini akan
kami cabut kembali..

Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang
tercantum dalam surat izin ind.

Pemilik/Penanggung Jawab wajib melaksanakan Daftar
Uang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung mulai penerbilan
surat izin ini.

_ Ditetapkan di -
fomme Pada Tanggal -

an. WALIKOTA METRO
EEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERFADU SATU PINTU

- - KOTA METRO,
Temnisan : : e
1.Inspekiur Kota Metro. Fj. WALIK A METRO,
2 Kepala Iinas Keschatan Provinsi Lampung, ~,
3. Kepala Dinas Keschatan Kota Metro.
4. Kepala Balai 'OM Provinsi Lampung. =

ACHMAD CHRISNA PUTRA

- /
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Dasar

KEPADMA

. UNTUK

Partarma

Kedua

Momor

a, U

Lampiran IV.n ; Peraturan Walikota Metro
Nomor : ¥ Tahun 2015
Tanggal : 1t Oebober 2015

SURAT IZIN TOKO OBAT
1441/ { EMP dan PTSP [ITO/20.....

ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang

Keschatan;

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 / MENKES [
SK /X /2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Toko Obart;

¢ MNama

MEMBERI IZIN :

Alarmal

¢ Melaksanakan kepatan usaha yvailu ;
A. Jenis Kegiatan / Perusahaan
B. Pemilik :
C. Penanggung Jawab
D

. NI

. Pener

WP

ima/'emegang lzin berkewajiban untuk memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

1.
2.

3

10.

Dilarang menerima atau melayani Resep Dokter,

Dilarang membuat, membungkus dan membungkus
kembali obat.

Obat daftar W (Becbas Torbatas) harus disimpan dalam
Almar khusus,

Tidak bolch memasang nama iklan-iklan cetakan toko
obal yvang menyamai Apotek, Pabrik Obat dan Pecdagang
besar Farmasi.

[zin batal atau di cabut harus diserahkan kepada vang
berwenang,

Mentaati semua peraturan yang berlaku dan yvang akan
dikeluarkan kemudian.

Sctiap penggantian penangpungjawab hams di laporkan
ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan  Dinas
Kesehatan Kota Metro.

Menjaga agar Obat vang di jual bermutu baik  dan
berasal dari Pabrik Farmasi atau Pedagang Besar
Farmasi yang mendapat Tzin dan Kementerian Keschatan
RI.

Hamis memasang Papan MNama dengan Tulisan TOKO
OBAT BERIZIN, tidak menerima dan melayani resep
dokter dan dibagian bawah pojok kanan harus
dicantumkan Nomaor [zin.

Surat Izin ini harus ditempatkan di tempat yang mudah
diketahui baik oleh petugas yang memeriksa maupun
oleh instansi lain pada waktu pemeriksaan.
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11. Sural Izin ini1 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tangeal
dikcluarkan dan apabila hal-hal tersebut di atas tidak

diperhatikan dan dilaksanakan maka Surat Izin ini akan
lkeami cabut kernbali,,

Ditetapkan di
Pada Tangeal ;

an. Pj. WALIKOTA METRO
KEPALA KANTOR PENANAMAN

3 MODAL DAN PELAYANAN
1 TERFPADU SATU PINTU
= tregee ‘i/ N ! KOTA METRO,
Tty B L1 1 W i
3 S e U D LTI s, L i (s e

Tembusan :
. 1. Walikota Metro [sebagai laporan).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,
Kepala Dinas Kesehualan Kota Metro.
Kepala Balai POM Provins] Lampuang,
Kepala Puskesmas setempat.

B L3 K3

Pj. W, 4 METRO,

.,
ACHMAD SNA PUTRA
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Lampiran IV.o : Peraturan Walikota Metro
Nomor : Y& Tahun 2015
Tanggal ; 132 &0ber 2015

SURAT IZIN ELINIK
NOMOR : 441/ /KPM dan PTSP/SIK/20.......

Membaca : Surat ermuhunan Saudara, Nomor,.

Langgal... Juanmik . memperoleh I?m,fPangﬂﬂnﬂﬂ l:-:iﬂ Klinik

Menimbang : Bahwa pemohon lelah memenuahi peravaratan untuk melaksanakan

Ehoy L, HC W

kegiatan Klinik...............

Mengingzal 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Klinik;
. MEMUTUSKAN :

Mcnctapkan

Kesam : Memberikan lF]t"l."F'F't'lggﬂHtlﬂ]'l Izin Klinik kepada :
Mama - Klinil,.
Alatmat : !I'I
Kelurahan
Kecamatan :
Kabupaten/RKota:

Kcdua : kcputusan i dapat dicabut kembali, apabila klinik wvang
bersangkulan GUdak memenuhl kelentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlal selama masih melakukan kegiatan pelayanan
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

. Keempal : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditelapkan,
. I T R TN T — . - A =

_ TR Ditetapkan di :

PARAF TTicE ra s 1IN Pada Tangpal :

- e o - —_racd ]

Sekda. | ) : an. WALIKOTA METRO

A, T “  KEPALA EANTOR PENANAMAN MODAL DAN
= PELAYANAN TERPADU S8ATU PINTU

sty B ‘L KOTA METRO,

4

"”_‘1

Tembusan kepada Yth, :

o L kS o—

Dinend Yanmedik Kem-Kes R. 1. di Jakarta Pj. WALI A METRO,
walikota Metro (scbapai laporan) /

Kepala Dinas Kesehatan Provinai Lampung 'l 3
Kepala Dinas Keschatan Kota Metro S
Pemohan ACHMAD CHRISNA PUTRA
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Lampiran IV.p ; Peraturan Walikota Metro
Nomor : ‘Tt Tahun 2015
Tanggal : 1*- BEdeber 2015

SURAT IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH
NOMOR : 441/ JKPM dan PTSP/SIUTD/20.......

Mcmbaca : Bural permohonan Saudara Nomor. . tanggal.

untuk memperoleh izin/ perpanjangan lzin UTD. ...

Menimbang : Bashwa pemohon  telah memenuhi persyaratan  untuk
melaksanakan kegiatan UTD tingkat........... klasifikasi........
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kesehalan;

2, Peraturan Pemernintah Nomor ¥ Tahun 201 1 tentang
Pelayanan Darah;

3. Peraturan Menten Keschatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang
Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring
Pelayanan Transfusi Darah;

MEMUTUSKAN :

Mcnctapkan : UTD tingkat. ..o voveeininerniane e dengan kKlasifiKasi.. o e,

Kesatu : Memberikan izin/ perpanjangan izin UTD
Alamal T e
Eelurahan
Kecamatan
Koty
Kedusa ; Keputusan ind berlaku selama UTD masih melakulkan kegiatan

pelayvanan dan memenuhi persyatatan vang diletapkan selama
2 (hma) tahun.

Kelign » Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekclirzan,

— e U TR~ L LT T U T T T Y

Ditetaplkan di
Pada Tangeal

. . ] e BHEEEEN M T
J'.'"J.l-'-E- 9 b B Kl e bl

an. WALTKOTA METRO
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro,

Tembusan kepada Yth, :

1. Dirjend Yanmedik Kem-Kes E. 1. di Jakarta Pj. WALI A METRO,
Walikota Metro (scebagai laporan) -

Kepala Thnas Keschatan Provins: Lampung

Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro -

Pemohon AC CHRISNA PFUTRA

o1 02
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Membaca

Menimbang

Mengingat

Menelapkan

Kesatua

Kedua

Ketiga

' Keempat

Lampran IV.q ; Peraturan Walikota Mctro
Nomor : & Tahun 2015
Tangsal : 12 fevbar 2015

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS
NOMOR : 441/ /KPM & PTEP/BIOP/20.......

: Burat permohonan saudara, Nomor....................tangesal.....ounluk

memperiolch Izin/ Pengeantian lzin Puskesmas...........

: Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan

kegiatan pelavanan Puskesmas.....oo.ee.

: 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehalan;

2, Peraturan Menteri Keschatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Keschatan Masyarak;

MEMUTUSEAN :

: Memberilkan mn,.'l’{*ngganuan Izin Puskesmas kepada :

Mama : Priskesamas.,
Alamat b R R R T
Kelurahan

Kecamatan S S R
Eabhopatenf Botas s i i s

; Keputusan im dapal dicabut kembali, apabila Puskesmas vang

bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlakuo.,

: Keputusan ini berlaku selama masih melakukan kegiatan pelayanan

dan memenuhi persvaratan vang ditetaplkan.

: Keputusan im mulai berlaleu pada tanggal ditetapkan.

Tembusan kepada Yth, :

. Dirjend Yanmedik K::m Ecs R. 1. di Jakarta
Walikota Metro (scbagai laporan)

. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro

. Pemchon

-

Ditetapkan i :
Pada Tanggzal :

an. WALIKEOTA METRO
KEPALA. KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERFADU BATU PINTU
KOTA METRO,




